TESIS- RE142541

KAJIAN STRATEGI IMPLEMENTASI MITIGASI
PENURUNAN EMISI GRK SEKTOR BERBASIS LAHAN DI
PROVINSI PAPUA

ELVIS F.SUEBU
3315 201 014

DOSEN PEMBIMBING
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D
Dr. Ir. Rachmat Boedisantoso, MT

PROGRAM MAGISTER

JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA

2017



THESIS- RE142541

GAS POLLUTION CONTROL STRATEGY OF CARBON
MONOXIDE (CO) BY TRANSPORTATION ACTIVITIES IN
PADANG, WEST SUMATRA

DEDY TRY YULIANDO
3315 201 011

SUPERVISOR
Dr. Ir. Rachmat Boedisantoso, MT

MAGISTER PROGRAM

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND PLANNING
SEPULUH NOPEMBER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
SURABAYA

2017



Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Teknik (M.T.)
di
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
oleh :
Elvis Franklin Suebu
NRP. 3315 201 014

Tanggal Ujian : 13 Juli 2017
Periode Wisuda : September 2017

Disetujui Oleh :

"
1. Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D ( Pembimbing )
NIP : 19600618 198803 1 002

2. Dr. I Racmnmso, MT ( Co.Pembimbing )

NIP : 19660116 199703 1 001

3. Decdr. Mohammad Razif, MM (Penguji)
NIP : 19530502 198103 1 004

4. Dr. Eng. Arie Dipareza Syafei, ST, MEPM (Penguji)
NIP : 19820119 200501 1 001

5. Dr. Abdu Fadli Assomadi, SSi, MT (Penguji)
NIP : 19751018 200501 1 003

ik Sipil dan Perencanaan
Rologi Sepuluh November

NIP. 19590427 198503 2 001




KAJIAN STRATEGI IMPLEMENTASI MITIGASI
PERUBAHAN IKLIM SEKTOR BERBASIS LAHAN
DI PROVINSI PAPUA

Nama Mahasiswa : Elvis Franklin Suebu

NRP 3315201 014

Jurusan : Pascasarjana Teknik Lingkungan

Dosen Pembimbing : Prof.Ir.Joni Hermana, M.Sc.Es, Ph.D

Co Pembimbing : Dr.Ir.Rachmat Boedisantoso, MT
ABSTRAK

Kajian Strategi yang tepat dalam pelaksanaan mitigasi penurunan emisi
GRK sebagai upaya pengendalian perubahan iklim akibat deforestasi dan
degradasi hutan (REDD+) di Provinsi Papua merupakan suatu langkah penting
yang harus dilakukan. Sektor Berbasis Lahan merupakan penghasil karbon
terbesar diantara sektor lainnya di Provinsi Papua, khususnya Sub sektor
kehutanan. Tingkatan emisi di Provinsi Papua pada tahun 2010 di dominasi sub
sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya yaitu sebesar 639.818.463
tCO2eq atau sekitar 99,8 % dari total emisi GRK keseluruhan sebesar
640.737.952,64 tCO2eq. Untuk menganalisis strategi pelaksanaan mitigasi
(REDD+) maka terlebih dahulu dihitung tingkat emisi karbon.

Perhitungan tingkat emisi karbon untuk sub sektor ini dilakukan dengan
mengacu pada metode yang telah dikembangkan oleh IPCC 2006. Untuk sub
sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya menggunakan pendekatan
historical dan forward looking. Sedangkan Kkajian aspek lingkungan dan
kelembagaan menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan strategi yang
efektif, efisien dan berkelanjutan berdasarkan data aktivitas dan parameter —
parameter yang di kaji pada wilayah penelitian.

Tingkat emisi karbon sub sektor kehutanan memberikan kontribusi sebesar
741.389.874 Ton CO2eq (metode historical) dan 892.890.094 Ton COzeq (metode
forward looking), sedangkan rekomendasi strategi yang diberikan adalah
Diversifikasi  Strategi  (Analisis SWOT) vyaitu memanfaatkan kekuatan
kelembagaan didalam menghadapi tantangan yang ada melalui program strategis
aksi mitigasi peningkatan serapan karbon dan stabilisasi simpanan karbon.
Skenario mitigasi sub sektor kehutanan mampu menurunkan emisi sebesar
552.303.873 Ton CO.eq atau sebesar 65,686 % dari total emisi komulatif pada
akhir program mitigasi tahun 2020, dengan asumsi strategi aksi mitigasi berjalan
sesuai dengan skenario optimis yaitu dapat dilaksanakan dengan hasil yang
maksimal selama periode mitigasi.

Kata Kunci: strategi, mitigasi, emisi karbon. lahan.
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ABSTRACT

Study the right strategy in the implementation of the mitigation of GHG
emission reduction in an effort to control climate change caused by deforestation
and forest degradation (REDD +) in Papua Province is an important step that must
be done. Land-based Sector is the largest carbon producer among other sectors in
Papua Province, especially Forestry sub-sector. Emission levels in Papua Province
in 2010 was dominated forestry sub-sector and other land use in the amount of
639,818,463 tCO2eq or approximately 99.8% of total GHG emissions totaling
640,737,952.64 tCO2eq. To analyze the implementation strategy of mitigation
(REDD +) then first calculated the level of carbon emission.

The calculation of carbon emissions for this sub-sector is done with
reference to the method that has been developed by the IPCC 2006. To subsectors
of Forestry and Other Land Use using historical and forward looking approach.
While the study of environmental aspects and institutional use SWOT analysis to
get a strategy that is effective, efficient and sustainable based on activity data and
parameters - parameters be examined in the study area.

The level of carbon emissions forestry subsector accounted for 741,389,
874 Ton CO2eq (historical method) and 892,890,094 Ton CO2eq (forward
looking method), while the recommendations given strategy is diversification
strategy (SWOT Analysis) that harnesses the power of institutions in the face of
challenges Through strategic mitigation action mitigation program of carbon
uptake and carbon storage stabilization. The mitigation scenario forestry subsector
capable of reducing emissions by 552,303,873 Ton CO2eq or by 65.686% of the
total cumulative emissions mitigation program at the end of 2020, assuming the
mitigation action strategy goes according to the optimistic scenario that can be
implemented with maximum results during the period mitigation.

Keywords: strategy, mitigation, carbon emission, land.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 1994 telah ikut
meratifikas konves perubahan iklim. Indonesia menjadi salah satu pihak yang
terikat dalam hak dan kewgiban sebagaimana yang tercakup dalam United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Kerangka
Kerja PBB untuk Konvensi Perubahan Iklim sgak menandatangani Protokol
Kyoto pada tahun 1997. Salah satu kewagjibannya adalah membangun,
memutakhirkan secara periodik, dan menyediakan inventarisas emisi nasiona
menurut sumber (source) dan rosot (sink) dengan menggunakan metodologi yang
dapat diperbandingkan dan disetujui oleh para pihak penandatangan konvensi
(UNFCCC, 1992). Hasil inventarisass GRK ini selanjutnya harus dilaporkan
dalam dokumen Komunikasi Nasiona (National Communication) bersama yang
beriskan langkah-langkah untuk mencapa tujuan konvensi meliputi upaya
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan informasi lainnya yang relevan dengan
pencapaian tujuan konvens.

Daam Pertemuan-pertemuan Antar Negara (Conference Of Parties)
selanjutnya antara lain dalam COP 13 di Bali tahun 2007, disepakati bahwa
negara-negara maju berkewajiban membantu pendanaan bagi negara-negara
berkembang yang mampu mengurangi emisi gas rumah kacanya. Komitmen
Indonesia salah satunya adalah pernyataan Non-Binding Commitment oleh
Presiden RI pada pertemuan G-20 di Pittsburgh — USA pada 25 September 2009
adalah untuk mengurangi tingkat emisi GRK sebesar 26% di tahun 2020 dengan
sumber pendanaan dalam negeri dan akan meningkat menjadi 41% jika ada
bantuan donor internasional. Komitmen ini melahirkan upaya-upaya Pemerintah
Indonesia di Pusat maupun di Daerah yang didukung dengan lahirnya Peraturan
Pemerintah RI No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan

emis Gas Rumah Kaca, yang kemudian mendorong dibuatnya Rencana Aksi



Salah satu upaya yang sangat signifikan untuk pengurangan emis gas
rumah kaca (GRK) dari Sektor Berbasis Lahan (AFOLU) adalah dengan
mangemen pemanfaatan hutan dan lahan yang mencegah terjadinya deforestasi
dan degradasi hutan, sekaligus menambah penyerapan CO2 dengan penanaman
pohon atau yang lebih dikenal dengan program REDD (Reduced EmissionFrom
Deforestation and Forest Degradation). Program REDD adalah upaya mereduksi
emis  karbon atau meningkatkan sergpan karbon pada Sub  Sektor
Kehutanan.Sejalan denganhal tersebutGubernur Provinsi Papua melalui Vis dan
Misi“PapuaBangkit,MandiridanSejahtera”menterjemahkannyadengan
mencanangkan “Papua Menanam Untuk Paru-Paru Dunia” pada tanggal 5Juni
2013 dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia.

Konsep REDD (Reduced Emission From Deforestation and Forest
Degradation) dimulai ketika konsep Clean Development Mechanism (CDM)
diluncurkan sebagai salah satu produk Protokol Kyoto dinilai belum mampu
menjawab tantangan negara-negara berkembang atas kepemilikan hutan tropis
terbesar di dunia. Kemudiandimunculkan konsep REDD pada pertemuan COP
(Conference of Parties) 13 di Bali yang dinilai Iebih Iebih aplikatif. REDD adalah
proposal reduksi emisi gas rumah kaca melalui upaya pencegahanterhadap
deforestasi dan degradasi lahan hutan. lde dasarnya sederhana; hutan adalah
sarana paing efektif menyerap emiss GRK dengan cara mencegah terjadinya
deforestasi dan degradasi.

Dokumen Strategi Nasiona REDD+ mengamanatkan bahwa setiap
rencana dan strategi di tingkat daerah yang disusun diharapkan menjadi landasan
untuk memastikan bahwa implementass REDD+ dapat mengatas penyebab
mendasar dari deforestasi dan degradasi hutan dan lahan di daerah serta
mencapal target-target penurunan emisi nasiona. Secara khusus rencana dan
Strategi Aksi REDD+ Provinsi Papua dapat memberikan jaminan bahwa kegiatan
mitigas mampu mengatasi deforestasi. Provins Papua dengan luas kawasan
hutan 31.687.680 ha (RTRW Papua, 2012), memiliki tingkat keragaman genetik,
jenis maupun ekosistem hutan yang sangat tinggi. Data Statistik Dinas K ehutanan
dan Konservasi Provinsi Papua tahun 2012 menunjukkan bahwa pada periode
2003-2006 terjadi deforestasi hutan seluas 68.695 ha (17.174 halthn) dan



degradasi hutan seluas 594.661 ha (148.665 ha/thn).Sedangkan pada periode 2006
- 2009 terjadi deforestasi hutan seluas 728.416 ha (182.104 halthn) dan degradasi
hutan seluas 645.684 ha (161.421 ha/thn).

Provinsi Papua merupakan salah satu dari 34 provins di Indonesia yang
telah menyelesaikan RAD-GRK dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor
9 Tahun 2013 tentang RAD-GRK Provinsi Papua Tahun 2012-2020. Status emisi
di Papua pada tahun 2010 didominasi sektor kehutanan dan penggunaan lahan
lainnya yaitu sebesar 639.818.463 tCO2eq atau sekitar 99,8 % dari total emisi
GRK keseluruhan sebesar 640.737.952,64 tCO2eg. Perencanaan dan persiapan
yang matang menjadi langkah awal sebelum REDD+ diimplemetasikan di Papua.
Persigpan termasuk pembuatan kerangka kebijakan, standar-standar, mekanisme
dan protokol untuk REDD+ harus dilakukan oleh pemerintah provins dan
keterlibatan para stakeholder. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh
Pemerintah Provinsi Papuaterkait implementasi REDD+antara lain: Pembentukan
Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua oleh Gubernur
Papua, yang dibentuk pasca Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di
Papua tahun 2009; Melakukan sosidlisas dan lokakarya tentang REDD+
bekerjasama dengan mitra kerja pemerintah baik di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota; Upaya penyiapan dan peningkatan SDM daerah baik di tingkat
pemerintah dan masyarakat dalam rangka implementas REDD+ mealui
pelatihan-pelatihan teknis REDD+; Melakukan inventarisasi dan pendugaan
cadangan karbon kawasan hutan Papua; Membangun Proyek percontohan lokasi
REDD+ didaerah kabupaten/kota bersama mitra kerja. Didalam penelitian ini,
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pihak yang
terkait khususnya dalam rangka implementas program REDD+ di Provins

Papua.



1.2 Rumusan Masalah

Strategi aksi mitigasi dan skenario mitigasi yang direncanakan dapat di
implementasikan dalam bentuk pilot project disetiap tapak prioritas terpilih sub
sektor kehutanan dan lahan, sehingga pada saatnya nanti dapat diperoleh strategi
aksi mitigasi yang lebih redlistis dengan kelembagaan tatakelola, MRV dan skema
pendanaan REDD+ dengan kebutuhan Lokal, Regional, Nasional dan
Internasional.

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikas potens dan permasalahan deforestass dan
degradasi hutan di Provinsi Papua ?

2. Bagaimana estimasi emisi karbon atau Reference Emission Level (REL) dari
deforestas dan degradasi hutan berdasarkan pendekatan Historikal dan
Forward Looking di Provinsi Papua.?

3. Bagaimana mengalisis strategi aksi mitigas menggunakan analisis SWOT
dalam pelaksanaan REDD+ ?

1.3 Tujuan Penédlitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang
ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan deforestas serta degradasi hutan
di Provins Papua;

2. Mengetahui tingkatan emisi karbon (REL) dari deforestasi dan degradasi
hutan berdasarkan pendekatan Historical Based dan forward looking di
Provinsi Papua;

3. Menganalisis strategi aksi mitigas berdasarkan analisis SWOT dalam
pelaksanaan REDD+ di Provins Papua.



1.4 Manfaat Pendlitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka manfaat dalam penelitian ini

adalah:

1. Adanya data status Reference Emission Level (REL) akibat deforestasi dan
degradasi hutan di Provinsi Papua;

2. Data Reference Emission Level (REL) digunakan sebagai dasar bagi
pemerintah provins untuk mengimplementasikan program REDD+ di
kabupaten/kota;

3. Data status REL adalah dasar untuk melakukan evaluasi terhadap
keberhasilan kegiatan-kegiatan mitigasi di kabupaten/kota.

4. Hasil kgjian dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dan pemantapan

program mitigasi berkelanjutan baik di tingkat provins, kabupaten/kota dan
sampai ke tingkat kampung.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup memiliki tujuan untuk membatass masalah yang akan

dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1.

2.

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi dan
kabupaten/kota yang berkaitan dengan sub sektor kehutanan.

Wilayah pendlitian khususnya pada kawasan hutan yang mengalami
perubahan tutupan lahan (land cover) di Provinsi Papua, dan berkaitan
dengan cross-check data aktivitas (validasi data) di 3 (tiga) kabupaten yang
menjadi pilot project pelaksanaan program REDD+

Data tutupan lahan yang digunakan dalam perhitungan REL Provins Papua
adalah data tutupan lahan tahun 2006 — 2011 berdasarkan kesepakatan
nasional (BAPLAN-KEMENHUT);

Penyusunan REL pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di
Provins Papua (REDD+) menggunakan metode perbedaan stok karbon
(stock difference) dari perubahan tutupan lahan.



5. Reference Emission Level (REL) dikuantifikasi berdasarkan pendekatan
masa lalu (historical based) dan juga berdasarkan rencana pembangunan
(forward looking) di Provins Papua.

6. Anadisis dan pembahasan dalam penelitian ini mencakup beberapa
aspek,yaitu: aspek teknis, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan, regulasi

dan organisasi.



BAB 2
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Wilayah Penedlitian

Provinsi Papua terletak antara 2°25’-9 © lintang selatan dan 130°-14° bujur
timur. Provinsi Papua merupakan Provins dengan wilayah terluas di Indonesia,
yang memiliki luas 317.063,07 km® atau 16,70% dari luas Indonesia. Pada tahun
2011 Provins Papua dibagi menjadi 28 kabupaten dan 1 kota. Bagian utara Papua
dibatasi oleh Samudra Pasifik, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan
Laut Arafuru.Sebelah barat berbatasan dengan Provins Papua Barat dan sebelah
timur berbatasan dengan Papua New Guinea. Wilayah Papua terletak pada
ketinggian antara 0-3000 meter dari permukaan laut. Puncak Jaya merupakan
kabupaten tertinggi dengan ketinggian 2.980 m dpl, sedangkan kota Jayapura
merupakan kabupaten/kota terendah, yaitu 4 m dpl (diatas permukaan laut).

Jumlah penduduk Papua tahun 2011 adalah 2.928.750 jiwa dan tahun 2016
berjumlah 4.098.588 jiwa (Disnaker Provinsi Papua). Luas wilayah Provinsi
Papua adalah 317.063,10 km? dengan kepadatan penduduk 9 jiwalkm?. Dimana,
kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 278
jiwalkm?, diikuti Kabupaten Jayawijaya sebanyak 85 jiwa/km? dan Kabupaten
Mimika sebanyak 82 jiwa/km® Sedangkan kepadatan terendah terdapat di
Kabupaten Mamberamo Raya, dimana kepadatan penduduk kurang dari 1
jiwalkm?. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua per tahun selama
sepuluh tahun (antar Sensus Penduduk), yaitu sgak tahun 2000-2010 adalah
5,39% (persen).

Provinsi Papua memiliki iklim tropis yang dipengaruhi oleh musim hujan
dan musim kemarau.Selama tahun 2011, hujan terjadi setiap bulan.Rata-rata curah
hujan di Papua berkisar antara 2.166 mm® (Merauke) sampai 3.859 mm?®
(Nabire).Banyaknya hari hujan di Papua berkisar antara 196 hari (Merauke) — 247
(Biak). Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya
tempat tersebut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2011, suhu udara rata-rata
Papua berkisar antara 22,1 °C — 28,7 °C. Suhu udara maksimum terjadi di stasiun



Dok Il Jayapura dan Nabire (31,9 °C), sedangkan suhu udara minimum terjadi di
stasiun Wamena (24,0 °C). Papua mempunyai kelembaban udara relatif tinggi.
Dimana pada tahun 2011 ratarata kelembaban udara berkisar antara 76%
(Kabupaten Jayawijaya — stasiun Wamena) sampai 85% (Nabire dan Biak) dan
tekanan udara antara 834-1.030 mb. Sedangkan rata-rata penyinaran matahari 47-
66%. Jumlah gempa bumi yang dirasakan di Papua selama tahun 2011 sebanyak
36 kali, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya (82 kali).

2.2 GasRumah Kaca (GRK)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, GRK adalah gas
yang terkandung dalam atmosfir baik alami maupun antropogenik, yang menyerap
dan memancarkan kembali radias inframerah. Istilah GRK oleh para ahli
disampaikan sebaga fungsi dari atmosfir bumi yang digambarkan seperti kaca
pada bangunan rumah kaca dalam praktek budidaya tanaman.Atmosfir
melewatkan cahaya matahari hingga mencapai dan menghangatkan permukaan
bumi sehingga memungkinkan untuk ditinggali makhluk hidup.Ha tersebut
terjadi karena adanya gas-gas di amosfir yang mampu menyerap dan
memancarkan kembali radiasi inframerah, sebagaimana yang diilustrasikan pada
gambar dibawah ini. Gas -gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca karena
sfatnya yang sama seperti rumah kaca (Pedoman Umum Penyelenggaraan
Inventarisass GRK Nasiona, KemenLH. 2012).

Bumi

Gambar 2.1 Gas Rumah Kacadi atmosfir (Pedoman Umum Penyelenggaraan
Inventarisasi GRK Nasional, KemenLH. 2012)



Sebagian radias dalam bentuk gelombang pendek yang diterima
permukaan bumi dan kemudian dipancarkan kembali ke atmosfir dalam bentuk
radiass gelombang panjang (radias inframerah). Radiasi inframerah ini
dipancarkan oleh GRK yang ada pada lapisan atmosfir bawah yang dekat dari
permukaan bumi dan akan diserap sehingga menimbulkan efek panasyang dikenal

sebagai“efek rumah kaca” seperti yang digambarkan dibawah ini.

L
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Gambar 2.2 Efek Rumah Kaca dan Pemanasan Bumi

Jenig/tipe GRK yang keberadaanya di atmosfer berpotensi menyebabkan
perubahan iklim global adalah CO,, CH,4, N2O, HFCs, PFCs, SFs, NF3, SF5CFs,
C4FyOC;H5,CHF,OCF,0OC,F4,OCHF,, CHF,OCF,OCHF,, dan senyawa-senyawa
halocarbon yang tidak termasuk Protokol Montreal, yaitu CF3l, CH,Br,, CHCl3,
CH3Cl, CH.Cl..

2.3 Perubahan Iklim

Kegiatan manusia telah meningkatkan konsentrass GRK yang
sebelumnya telah ada secara alami. Bahkan kegiatan manusia telah menimbulkan
jenis-jenis gas baru di dalam lapisan atas atmosfir. Jenis gas baru yang dihasilkan

dari kegiatan manusia adalah gas chloro fluoro carbon (CFC) dan beberapa jenis



gas refrigeran lainnya yang berpotensi menyebakan pemanasan bumi dan sangat
besar bila dibandingkan pemanasan karbondioksida (CO,).

Terdapat banyak jenis gas yang keberadaannya berpotensi menyebabkan
perubahan iklim global, namun yang termasuk daam GRK utama adalah CO,,
CH,, dan N2O. Peningkatan konsentrass GRK di atmosfir menyebabkan
perubahan komposisi atmosfir secara globa yang berakibat terjadinya pemanasan
global. Peningkatan suhu global akan mempengaruhi proses fisik dan kimia baik
di bumi maupun di atmosfir dan berdampak pada perubahan iklim.Menurut
Setiawan (2010), pemanasan global telah memicu perubahan iklim global yang
dampaknya telah mulai dirasakan, seperti kenaikan temperatur permukaan bumi,
kenaikan muka air laut (SLR: Sea Level Rise) dan memicu peningkatan frekuensi
kgadian cuaca dan iklim ekstrim (EWE: Extreme Weather Event) yang
berdampak pada peningkatan kejadian berbagai bencana hidrometeorologis
seperti banjir, kekeringan, badai, dan sebagainya. Lebih lanjut Setiawan (2010)
menguraikan bahwa perubahan iklim adalah suatu proses yang panjang dan
mengandung kompleksitas yang tinggi sehingga sangat sulit diprediksi dengan
tepat. Meskipun upaya mitigasi sangat ketat, iklim yang telah berubah belum tentu
dapat dikembalikan kepada keadaan semula.Sehingga upaya adaptasi perlu
dilakukan, meskipun dalam tingkat dan bentuk yang berbeda.

2.4 Inventarisas Emis Gas Rumah Kaca (GRK)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011, Inventarisass GRK
adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status,
dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber
emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Panel antar Pemerintah
untuk Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/ IPCC,
2006) sumber emisi dan resapan yang masuk dalam inventarisasi GRK terdiri dari
4 (empat) kategori sebagiamana yang dijelaskan padatabel 2.1 dibawahini :
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Tabel 2.1 Kategori Kegiatan dengan Sumber dan Penyerap GRK

No Kategori Sub-Kategori sumber/r osot
1 PENGADAAN DAN | Kategori ini mencakup seluruh emisi gas rumah kaca yang
PENGGUNAAN dihasilkan dari penggunaan dan pengadaan energi:
ENERGI Kegiatan pembakaran bahan bakar
Emis Fugitive (fugitive emission from fuel)
Transportasi dan penyimpanan karbondioksida (Carbon
dioxide Transport and Storage)
2 PROSES INDUSTRI | Emisi dari prosesindustri dan penggunaan produk:
DAN - Industri Mineral (Mineral Industry)
PENGGUNAAN Industri Kimia (Chemical Industry)
PRODUK Industri Logam (Metal Industry)
(INDUSTRIAL Produk-produk Non Energi dan Penggunaan Pelarut (Non-
PROCESSES AND Energy Product from fuel and solvent use)
PRODUCT USE) Industri elektronik (Electronic Industry)
Penggunaan produk yang mengandung senyawa pengganti
bahan perusak ozone (Product Uses as Subtitutes for
Ozone Depleting Substance)
Produk Manufacture lain dan penggunaannya (Other
Product Manufacture and Uses)
3 PERTANIAN, Termasuk di dalamnya emisi dari:
KEHUTANAN, Peternakan (Livestock)
DAN Lahan (Land): Lahan hutan (Forest Land), Lahan
PENGGUNAAN pertanian (Crop Land), Padang rumput (Grassland), Lahan
LAHAN LAINNYA basah (Wetlands), Permukiman (Settlements)
(AGRICULTURE, Emisi dari pembakaran biomassa (Biomass Burning) &
FORESTRY, AND Pengelolaan sawah (Rice Cultivation)
OTHER LAND Pengapuran  (Liming), Penggunaan Urea (Urea
USE) Application), Emisi N,O langsung dari pengelolaan tanah
(Direct N,O Emission from Managed Soils)
Emis N,O tidak langsung dari pengelolaan tanah
(Managed Soils) dan pengelolaan pupuk (Manure
Management)
4 LIMBAH (WASTE) | Emisi berasal dari kegiatan pengelolaan limbah:
Pembuangan akhir sampah padat (Solid Waste Disposal)
dan Pengolahan limbah padat secara biologi (Biological
Treatment of Solid Waste)
Pembakaran sampah melalui Insinerator dan pembakaran
sampah secara terbuka (Inceneration and Open Burning of
Waste)
Pengolahan dan pembuangan air limbah (Wastewater
Treatment and Discharge)
5 Lainnya (e.g., emis | Emisi N,O dari:

tidak langsung dari
deposisi nitrogen dari
sumber non-pertanian

dekomposisi nitrogen (N) dari NO,/NH; namun tidak
termasuk dalam hitungan sektor-sektor yang diuraikan di
atas
dekomposisi nitrogen (N) yang terdeposit di lautan
Penting untuk melakukan dugaan emisi ini, karena faktor emisi
untuk deposit nitrogen besarnya hampir sama dengan sumber-
sumber emisi pertanian lainnya

Sumber: Kemenlh, 2012. Pedoman Penyel enggaraan Invetarisasi GRK Nasional.
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Dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi, Indonesia berpedoman pada
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventori (IPCC 2006) yang
telah mengakomodir berbagai perkembangan terkini terkait inventarisass GRK
dari tiga pedoman yang telah disusun sebelumnya yaitu IPCC (1997), IPCC
(2000), dan IPCC (2003). Persamaan umum yang digunakan untuk menghitung
emis atau sergpan GRK adalah melalui perkalian antara informas aktivitas
manusia dalam jangka waktu tertentu (data aktivitas, DA) dengan emisi/ serapan
per unit aktivitas (faktor emis atau serapan, FE) sebagal berikut:

Emisi/Serapan GRK = DA x FE

Dimana DA merupakan data aktivitas, yaitu data kegiatan pembangunan
atau aktivitas manusia yang menghasilkan emisi atau seragpan GRK. Terdapat
kemungkinan besar data aktivitas untuk semua kategorisumber emis atau serapan
tidak tersedia, sehingga dapat menggunakan data aktivitas tertentu dengan
menggunakan data lain yang telah didiskusikan dengan SKPD teknis terkait GRK.
Menurut Ariani (2014), data aktivitas ditingkat kabupaten/kota menjadi kunci
dalam penyusunan basis data ditingkat provinsi dan tingkat nasional untuk
menghasilkan inventarisass GRK yang berkudlitas. Jika data aktivitas
tidaktersedia, dapat diperolen melalui wawancara langsung ke lapangan atau
dengan para ahli (expert judgment).Sedangkan FE merupakan faktor emisi atau
serapan GRK yang menunjukkan besarnya emisi atau sergpan per satuan unit
kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan pedoman IPCC (2006), masing-masing negara didorong
untuk menyusun faktor emisi lokal, agar hasil dugaan emisi atau serapan tidak
over estimate atau under estimate.Namun, sampai saat ini ketersediaan faktor
emis lokal hanya untuk beberapa kategori dalam penelitian yang tersebar dan
belum terdokumentass dengan bak. Berdasarkan Pedoman Umum
Penyelenggaraan Inventarisass GRK Nasional (2012), jika faktor emisi (FE) lokal
yang belum tersedia, maka daerah disarankan untuk menggunakan faktor emis
daerah lain atau faktor emisi nasiona dan regional yang tersedia diberbagai
literatur. Untuk menghasilkan inventarisasi GRK yang rinci dan akurat ditentukan
oleh kedaaman metode yang disebutTier’.Namun untuk penyelenggaraan

inventarisasi di daerah dapat menggunakan Tier yang rendah karena sering

12



dihadapkan pada keterbatasan data dan sumber daya. Berdasarkan Pedoman

Umum Penyelenggaraan Inventarisass GRK Nasional (2012), tingkat ketelitian

(Tier) dibagi menjadi tiga yaitu:

Tier 1 : Metode perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan dasar
(basiq equation) dan faktor emisi default atau IPCC default values (yaitu
faktor emisi yang disediakan dalam IPCC guideline) dan data aktivitas
yang digunakan sebagian bersumber dari data global.

Tier 2 : Perhitungan emisi dan serapan menggunakan persamaan yang lebih rinci,
misalnya persamaan reaksi atau neraca material dan menggunakan faktor
emisi loca yang diperolah dari hasil pengukuran langsung dan data
aktivitas berasal dari sumber data nasional dan/ atau daerah

Tier 3 : Metode perhitungan emisi dan seragpan menggunakan metode yang paling
rinci (dengan pendekatan modeling dan sampling). Dengan pendekatan
modeling faktor emisi lokal dapat divariasikan sesuai dengan
keberagaman kondisi yang ada sehingga emisi dan serapan akan
memiliki tingkat kesalahan yang rendah.

Berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan Inventarisass GRK Nasional,

Buku 1I: Metodologi Perhitungan Tingkat Emisi dan Penyerapan GRK Kegiatan

Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya (2012), terdapat 3 sektor yang masuk

dalam inventarisas emisi dan sergpan GRK yaitu: (1) Pertanian, (2) Peternakan,

dan (3) Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya. Untuk sektor kehutanan dan
penggunaan lahan lainnya, emiss GRK diduga berasal dari perubahan biomassa
atau tampungan karbon untuk (1) lahan yang tetap/ tersisa dalam kategori
penggunaan lahan yang sama, dan (2) lahan yang berubah ke penggunaan lahan

tersebut dari penggunaan lahan lain.

2.5 Program Mitigasi Perubahan Iklim (REDD+)

Strategi Nasional REDD telah memutuskan empat upaya untuk
mengimplementasikan program REDD di Indonesia, yaitu dengan mengurangi
laju deforestasi, mengurangi laju degradasi hutan dan lahan, meningkatkan
konservasi hutan dan meningkatkan cadangan karbon melalui pengelolaan hutan

berkelanjutan dan pengembangan penanaman baru (Anonim, 2012).
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Programn REDD kemudian disempurnakan menjadi REDD+ dalam
pertemuan COP 15 di Kopenhagen dengan menambahkan unsur-unsur
konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan
karbon.Mekanisme negosiass REDD yang saat ini masih berlangsung belum
mendefinisikan apa prosedur dan modalitas untuk implementasi. Namun
UNFCCC (2009) menyatakan bahwa untuk memastikan mekanisme yang efektif
dan berdasarkan kinerja, mekanisme REDD harus diimplementasikan secara
bertahap dan memastikan additionality dibandingkan dengan BAU.

A

Accountingperiod

Loss of forest businessas
ususal

Gambar 2.3 Konsep Additionality:

Perubahan iklim global diyakini memiliki dampak yang luas pada
berbagai aspek kehidupan manusia di duniaPerubahan iklim dipicu oleh
peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi, sehingga
mengganggu kemampuan planet untuk mempertahankan suhu yang
stabil.Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca terutama disebabkan oleh
akumulasi pembakaran bahan bakar fosil dan emisi gas rumah kaca dari
perubahan tata guna lahan. Panel Kelompok Kerja Antar Pemerintah tentang
Perubahan Iklim (IPCC) memperkirakan total emisi dunia gas rumah kaca per
tahun adalah 32,3 Gigaton CO2e, yang sebagian besar berasal dari pembakaran
bahan bakar dan sekitar 17% dari hal itu disebabkan oleh emisi dari perubahan
penggunaan lahan (IPCC Program REDD memfokuskan upaya global untuk
memerangi pemanasan global (mitigasi) terhadap aspek perubahan penggunaan
lahan dan kehutanan (LULUCEF).
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Program REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestas dan Degradasi
Hutan) dilahirkan pada Konferensi Antar Pihak (COP) 13 UNFCCC tahun 2007
di Bai melaui Bali Action Plan. Program REDD memfokuskan upaya global
untuk memerangi pemanasan global (mitigasi) terhadap aspek perubahan
penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF). Programn REDD kemudian
disempurnakan menjadi REDD+ dalam pertemuan COP 15 di Kopenhagen
dengan menambahkan unsur-unsur konservasi, pengelolaan hutan lestari dan
peningkatan cadangan karbon. Indonesia walaupun tidak termasuk negara
industri yang sangat berkontribusi pada peningkatan gas rumah kaca, sangat
peduli dengan program REDD+.Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang
sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim global. Selain itu upaya mitigasi
perubahan iklim melalui LULUCF memberikan kesempatan bagi Indonesia
untuk mengembangkan pembangunan ekonomi hijau serta mangemen yang
lebih baik pada hutan dan lahan gambut.

Progran REDD+ diharapkan dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, karena kebanyakan dari
emisi yang dihasilkan di Indonesia (60%) berasal dari aspek ini LULUCF
(Kementerian Lingkungan Hidup 2010). Melalui REDD+, Indonesia telah
berkomitmen untuk mengurangi tingkat emisi gas rumah kaca nasional sebesar
26% menjadi 41% pada tahun 2020 dibandingkan dengan business as usua
(BAU). Berikut adalah gambar ilustrasi estimasi penurunan emisi karbon

berdasarkan kondis REL dan emisi aktual.

2012 213 004 i LY a3 1 01T e Faiil ) ma
Tafun

Gambar 2.4 Perbandingan tingkat penurunan emisi karbon (National Forest
Inventory/NFI)
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2.5.1 Penyelenggaraan Karbon Hutan
Daam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.20/Menhut-11/2012; mendefiniskan beberapa istilahyang berkaitan dengan

kegiatan penyel enggaraan karbon hutan :

» Karbon hutan adalah karbon dari pengelolaan hutan yang menerapkan
kegiatan-kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan
penurunan emisi karbonhutan.

» Demonstration activitiesadalah kegiatan pengujian dan pengembangan
metodologis, teknologi dan institusi pengelolaan karbon hutan dalam rangka
fasereadiness.

» Implementasi kegiatan karbon hutan merupakan kegiatan yang dilakukan
untuk penurunan emisi karbon hutan, peningkatan simpanan karbon (carbon
stock), penyerapan karbon (sequestration), dan perubahannya menjadi
karbon padat yang disimpan dalam biomasa hidup, bahan organik mati, dan
karbon tanah, serta menjaga keseimbangan jumlah karbon padat dalam
hutan.

» Pemrakarsa adalah perorangan, lembaga yang melaksanakan kegiatan yang
berkaitan dengan karbon hutan.

» Mitra adalah pemerintah, badan internasional, swasta dan perorangan yang
memiliki kemampuan untuk mendanai penyelenggaraan demonstration
activities dan implementasi.

» Penyelenggara karbon hutan adalah lembaga yangmelakukan pengelolaan
karbon hutan.

» lzin penyelenggaraan karbon hutan adalah izin yang diberikan oleh Menteri
K ehutanan untuk melakukan pengelolaan hutan yang menerapkan kegiatan-
kegiatan penyimpanan (stock) karbon, penyerapan karbon dan penurunan
emisi karbon hutan baik pada kawasan hutan maupun pada hutan hak.

» Penyelenggaraan karbon hutan meliputi:Demonstrationactivities dan
implementasi (pelaksanaan) kegiatan karbonhutan. Kegiatan karbon hutan
dapat berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, yang terdiriatas:

1. Pembibitan, penanaman, pemeliharaan hutan dan lahan danpemanenan

hutan yang menerapkan prinsip pengel ol aanlestari;
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2. Perpanjangan siklus tebangan pada dan/atau penanaman pengayaan izin
usaha pemanfaatan hasil hutankayu;
3. Perlindungan, pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil
hutankayu;
4. Perlindungan keanekaragamanhayati;
5. Pengelolaan hutan lindunglestari;
6. Pengelolaan hutan konservasi;
Penyelenggaraan karbon hutan dapat dilaksanakan pada: Hutan negara dengan
fungsi sebagal berikut: Hutan produksi; Hutan lindung; Hutan konservasi dan
Hutan hak/ hutan rakyat. Penyelenggara karbon hutan adalah: Pemerintah; Badan
Usaha Milik Negara/daerah/swasta; koperasi dan masyarakat. Penyelenggaraan
karbon hutan juga diutamakan untuk mendorong peningkatan keberdayaan

masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

2.5.2 Pedoman Pengukuran Karbon

Aks pengurangan emisi suatu negara harus dapat diukur (Measurable),
dapat dilaporkan (Reportable), dan dapat diverifikas (Verifiable). Presiden
memberikan arahan agar Indonesia harus siap dengan MRV nasional yang
sesual standar internasional. Meskipun demikian hendaknya penyesuaian MRV
nasional dengan standar internasional tersebut dipandang sebagai mekanisme
penurunan emisi yang berpotensi besar. Ditinjau dari keefektifan biaya (cost
effectiveness) REDD+, maka prinsip MRV yang akan diterapkan untuk REDD+,
yaitu:

1. Menggunakan IPCC Guideines terbaru (2006) : AFOLU (Agriculture,
Forestry, Other Land Use)

2. Kombinasi metode inventarisasi penginderaan  jauh (remote-sensing
inventory) dan didasarkan pengamatan |apangan(ground-based inventory).
Memperhitungkan ke lima penumpukan karbon (carbon pools)

Hasil penghitungan : transparan dan terbuka untuk review dan diakses oleh
public.

Untuk mendukung prinsip MRV tersebut, maka perhitungan emisi

termasuk REDD+ harus didasarkan kepada data perubahan tutupan hutan dari
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hasil remote sensing, penggunaan faktor emisi dan faktor serapan karbon lokal
serta tersedianya data kegiatan seperti perubahan |uas berbagai penutupan lahan
sub kategori hutan, luas hutan tanaman (hasil kegiatan misalnya program
RHL/GERHAN, HTI, HTR, HR) serta angka kerusakan hutan seperti dampak
pembalakan, kebakaran, perambahan dan data pendukung lainnya.Data cadangan
karbon dan perubahannya didasarkan kepada IPCC-GL 2006, yang
memperhitungkan lima sumber penumpukan karbon (carbon pools). Metode
pengukuran karbon di lapangan dengan menempatkan plot-plot contoh telah
dikembangkan (McDicken 1997, IPCC GL, 2006, Kurniatun dan Rahayu, 2007,
GOFC-Gold, 2009). Lima penumpukan karbon yaitu :Biomassa di atas tanah
(above ground biomass), Biomassa di bawah tanah (below ground biomass),
Pohon yang mati (dead wood), Serasah (litter), dan tanah mineral (mineral soil).
Metode perhitungan penurunan emisi dari kegiatan REDD+, yang diakui
internasional seperti metode IPCC GL. IPCC (Inter Governmental panel on
Climate Change) telah mengembangkan metode inventasisass GRK sgak tahun
1996, yaitu melalui IPCC Guideline revised 1996, IPCC Good Practice Guidance
(IPCC GPG) 2003 dan IPCC Guideline (GL) 2006. IPCC GL 1996 tersebut
direvis melalui GPG 2003 dan diperbaharui dengan IPCC GL 2006. Aplikasi
IPCC GL 2006 akan menghasilkan inventarisasi yang lebih baik, mengurangi
ketidakpastian (reduced uncertainity), konsisten pembagian kategori lahan,
estimasi serapan dan emisi GRK untuk seluruh kategori lahan, karbon pool yang
relevan serta non CO2 gas (berdasarkan analisis key source/sink category). Hal
iniberimplikasi kepada penyediaan data untuk activity data dan faktor emis
terhadap seluruh kategori lahan, karbon pool dan non-CO2 gas yang
terkait. LULUCF IPCC GPG 2003 dan GL 2006 membagi kategori lahan kedalam
6 kategori yaitu: (1) lahan hutan (Forest land), (2) padang rumput (Grassland), (3)
Lahan pertanian (Cropsland), (4) Lahan gambut (Wetland), (5) Permukiman
(Settlement), dan (6) lahan lainnya (Other land). Setiap kategori penggunaan
lahan memiliki potensi GRK yang berbeda tergantung pada tingkat aktivitas yang
terjadi pada masing-masing penggunaan lahan tersebut. Kategori penggunaan
lahan versi IPCC 2006, apabila dihubungkan dengan pembagian kelas tutupan
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hutan versi Departemen Kehutanan (Dirjen Planologi) Indonesia seperti tampak
padatabel dibawahini :
Tabel 2.2 Pembagian kategori hutan Indonesia ke dalam IPCC Guideline 2006.

GL

-——
ﬂ__
-——
Keterangan:
FL : Forestland GL : Grassland
WL : Weatlands OL :Other Land
CL : Cropland S . Settlemant

Untuk kepentingan REDD+, metode penghitungan penurunan emis
menggunakan IPCC GL 2006 telah disediakan instrumen perhitungan
(spreadsheet Excel). Pada prinsipnya besarnya emisi adalah hasil perkalian antara
data aktivitas (activity data) dengan faktor emisi (emission factor). Untuk data
aktivitas REDD+ harus menggunakan data spasial dengan resolusi yang baik,
yang dapat memantau terjadinya perubahan penutupan lahan sesuai dengan
kategori penutupan lahan IPCC. Sedangkan untuk faktor emisi dan serapan
karbon harus menggunakan data lokal dari hasil pengukuran lapangan (hasil
pengukuran karbon pada plot standar). Pengukuran persediaan karbon di
lapangan pada dasarnya untuk mendapatkan kerincian yang tinggi ( Tier 3).
Permasalahan yang dihadapi dalam implementass metode IPCC GL adalah
terletak pada terminologi perubahan tutupan lahan yang digunakan, termasuk
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pendefinisiannya serta standar kriteria dan indikator penetapannya.Berikut tabel

klasifikasi penutupan lahan hutan menurut Badan Standar Nasional tahun 2010.

Tabel 2.3 Kategori Penggunaan Lahan SNI 7654:2010

KODE
NO KELAS LAYER/ KETERANGAN
TOPONIMI

1 Hutan lahan Hp/ 2001 Seluruh kenampakan hutan dataran rendah,

kering primer perbukitan dan pegunungan (dataran tinggi
dan sub alpin) yang belum menampakkan
bekas penebangan, termasuk hutan kerdil,
hutan kerangas, hutan di atas batuan kapur,
hutan di atas batuan ultra basa, hutan daun
jarum, hutan luruh daun dan hutan lumuit.

2 Hutan lahan Hs/ 2002 Seluruh kenampakan hutan dataran rendah,
kering perbukitan dan pegunungan yang telah
sekunder / menampakkanbekas penebangan
bekas (kenampakan alur dan bercak bekas tebang),
tebangan termasuk hutan kerdil, hutan kerangas, hutan

di atas batuan kapur, hutan di atas batuan ultra
basa, hutan daun jarum, hutan luruh daun dan
hutan lumut. Daerah berhutan bekas tebas
bakar yang ditinggalkan, bekas kebakaran atau
yang tumbuh kembali dari bekas tanah
terdegradasi juga dimasukkan dalam kelas ini.
Bekas tebangan parah bukan area HTI,
perkebunan atau pertanian  dimasukkan
savanna, semak belukar atau lahan terbuka

3 Hutan rawa Hrp/ 2005 | Seluruh kenampakan hutan di daerah berawa,
primer termasuk rawa payau dan rawa gambut yang

belum menampakkan bekas penebangan,
termasu khutan sagu.

4 Hutan rawa Hrs/ 20051 | Seluruh kenampakan hutan di daerah berawa,
sekunder / termasuk rawa payau dan rawa gambut yang
bekas telah menampakkan bekas penebangan,
tebangan termasuk hutan sagu dan hutan rawa bekas

terbakar. Bekas tebangan parah jika tidak
memperlihatkan tanda genangan (liputan air)
digolongkan tanah terbuka, sedangkan jika
memperlihatkan  bekas genangan atau
tergenang digolongkan tubuh air (rawa)

5 Hutan Hmp /2004 | Hutan bakau, nipah dan nibung yang berada di
mangrove sekitar pantai yang belum menampakkan
primer bekas penebangan. Pada beberapa lokasi,

hutan mangrove berada lebih kepedalaman

6 Hutan Hms/ 20041 | Hutan bakau, nipah dan nibung yang berada di
mangrove sekitar pantai yang telah memperlihatkan
sekunder / bekas penebangan dengan pola alur, bercak,
bekas dan genangan atau bekas terbakar. Khusus
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NO

KELAS

KODE
LAYER/
TOPONIMI

KETERANGAN

tebangan

untuk bekas tebangan yang telah berubah
fungsi menjadi tambak/sawah digolongkan
menjadi tambak/sawah, sedangkan yang tidak
memperlihatkan pola dan masih tergenang
digolongkan tubuh air (rawa).

Hutan
tanaman

Ht / 2006

Seluruh kawasan hutan tanaman yang sudah
ditanami, termasuk hutan tanaman untuk
reboasasi. Identifikas lokasi dapat diperoleh
dengan Peta Persebaran Hutan Tanaman.
Catatan: Lokas hutan tanaman yang
didalamnya adalah tanah terbuka dan atau
semak-belukar maka didelineasi sesuai dengan
kondisi tersebut dan diberi kode sesuai dengan
kondisi tersebut misalnya tanah terbuka
(2014) dan semak-belukar (2007).

Perkebunan /
Kebun

Pk / 2010

Seluruh kawasan perkebunan, yang sudah
ditanami. ldentifikasi lokasi dapat diperoleh
dengan Peta  Persebaran  Perkebunan.
Perkebunan rakyat yang biasanya berukuran
kecil akan sulit diidentifikasikan dari citra
maLipun peta  persebaran, sehingga
memerlukan informasi lain, termasuk data
lapangan. Catatan: Lokasi perkebunan/kebun
yang didalamnya adalah tanah terbuka dan
atau semak-belukar, maka didelineasi sesual
dengan kondisi tersebut dan diberi kode sesuai
dengan kondis tersebut, misalnya tanah
terbuka (2014) dan semak-belukar (2007).

Semak
bel ukar

B /2007

Kawasan bekas hutan lahan kering yang telah
tumbuh kembali atau kawasan dengan liputan
pohon jarang (alami) atau kawasan dengan
dominasi vegetas rendah (alami). Kawasan
ini  biasanya tidak menampakkan lagi
bekas/bercak tebangan

10

Semak
belukar rawa

Br /20071

Kawasan bekas hutan rawa/mangrove yang
telah tumbuh kembali atau kawasan dengan
liputan pohon jarang (alami) atau kawasan
dengan dominasi vegetas rendah (alami).
Kawasan ini biasanya tidak menampakkan
lagi bekas/bercak tebangan

11

Savanna/
Padang
rumput

S/3000

Kenampakan non-hutan alami berupa padang
rumput, kadang-kadang dengan sedikit semak
atau pohon. Kenampakan ini merupakan
kenampakan alami di sebagian Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Timur dan bagian
Selatan Papua. Kenampakan ini dapat terjadi
padalahan kering ataupun rawa (rumputrawa).

12

Pertanian

Pt / 20091

Semua aktivitas pertanian di lahankering
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NO

KELAS

KODE
LAYER/
TOPONIMI

KETERANGAN

lahan kering

seperti tegalan, kebun campuran dan lading

13

Pertanian
lahan kering
campur semak
/ kebun
campur

Pc / 20092

Semua jenis pertanian lahan kering yang
berselang-seling dengan semak, belukar dan
hutan bekas tebangan. Sering muncul pada
areal perladangan berpindah, dan rotasi tanam
lahan karst. Kelas ini juga memasukkan kelas
kebun campuran

14

Sawah

Sw /20093

Semua aktivitas pertanian lahan basah yang
dicirikan oleh pola pematang. Yang perlu
diperhatikan oleh penafsir adalah fase rotas
tanam yang terdiri atas fase penggenangan,
fase tanaman muda, fase tanaman tua dan fase
bera. Kelas ini juga memasukkan sawah
musiman, sawah tadah hujan, sawah irigasi.
Khusus untuk sawah musiman di daerah rawa
membutuhkan informasi  tambahan  dari

lapangan

15

Tambak

Tm/ 20094

Aktivitas perikanan darat (ikan/udang) atau
penggaraman yang tampak dengan pola
pematang (biasanya) di sekitar pantai

16

Permukiman /
Lahan
terbangun

Pm/ 2012

Kawasan permukiman, bak perkotaan,
perdesaan, industry dil. Yang memperlihatkan
polaalur rapat.

17

Transmigrasi

Tr /20122

Kawasan permukiman transmigrasi beserta
pekarangan di sekitarnya. Kawasan pertanian
atau perkebunan di  sekitarnya yang
teridentifikasi jelas sebaiknya dikelaskan
menurut pertanian atau perkebunan. Kawasan
transmigrasi yang telah berkembang sehingga
polanya menjadi kurang teratur dikelaskan
menjadi permukiman perdesaan.

18

Lahan terbuka

T/2014

Seluruh  kenampakan lahan terbuka tanpa
vegetasi (singkapan batuan puncak gunung,
puncak bersalju, kawah vulkan, gosong pasir,
pasir pantai, endapan sunga), dan lahan
terbuka bekas kebakaran. Kenampakan lahan
terbuka untuk pertambangan dikelaskan
pertambangan, sedangkan lahan terbuka bekas
pembersihan lahan-land clearing dimasukkan
kelas lahan terbuka. Lahan terbuka dalam
kerangka rotasi tanam sawah / tambak tetap
dikelaskan sawah/tambak

19

Pertambangan

Tb/ 20141

Lahan terbuka yang digunakan untuk
aktivitas pertambangan terbuka-open pit (spt.:
batubara, timah, tembaga dll.), serta lahan
pertambangan tertutup skala besar yang dapat
diidentifikasikan dari citra berdasar asosias
kenampakan objeknya, termasuk tailing
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KODE
NO KELAS LAYER/ KETERANGAN
TOPONIMI

ground (penimbunan limbah penambangan).
Lahan pertambangan tertutup skala kecil atau
yang tidak teridentifikasi dikelaskan menurut
kenampakan permukaannya

20 | Tubuhair A /5001 Semua kenampakan perairan, termasuk laut,
sungai, danau, waduk, terumbu karang,
padang lamundll. Kenampakan tambak, sawah
dan rawa-rawa telah digolongkan tersendiri

21 | Rawa Rw /50011 | Kenampakan lahan rawa yang sudah tidak
berhutan
22 | Awan Aw / 2500 Kenampakanawan yang menutupi lahan suatu

kawasan dengan ukuran lebih dari 4 cm? pada
skala penygjian. Jika liputan awan tipis masih
memperlihatkan kenampakan di bawahnya
dan memungkinkan ditafsir tetap didelineas.
23 | Bandara/ Bdr/Plb/ Kenampakan bandara dan pelabuhan yang
Pelabuhan 20121 berukuran besar dan memungkinkan untuk
didelineas tersendiri.

Sumber: Badan Standar Nasional, 2010; Klasifikasi Penutupan Lahan.

2.6 Kondisi Kawasan Hutan Papua

Kebijakan pengelolaan  sumber  daya hutan  diarahkan untuk
meningkatkan kelestarian sumber daya hutan dan kemakmuran masyarakat.
Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan Papua dinilai telah memberikan
kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan telah memberikan dampak
positif terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja serta mendorong
pembukaan isolasi dan pengembangan wilayah, pembangunan infrastruktur pada
kawasan terisolir serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berkaitan
dengan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Provinsi Papua maka salah satu
aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya
suatu rencana yang Sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan
segenap sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat
diukur tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan
baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Hakekat pembangunan di
Provinsi Papua bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang
semakin baik dan meletakkan landasan yang kokoh bagi pembangunan Papua di
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masa yang akan datang. Kongkritnya bahwa kesinambungan pembangunan harus
dapat diwujudkan melalui program-program pembangunan yang bersifat strategis,
sinergis dan berpihak kepada rakyat serta mengandung prinsip-prinsip
keberlanjutan (principles of sustainability).

Ditinjau dari aspek pemanfaatan sumberdaya hutan, |aju kerusakan hutan
(deforestasi) dan penurunan kualitas hutan Provins Papua (degradasi) setiap
tahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan
kebutuhan manusia akan hasil hutan. Peningkatan kebutuhan manusia akan hasil
hutan mendorong peningkatan kegiatan eksploitasi hutan. Pengelolaan hutan
produksi di Provinsi Papua melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu (ITUPHHK) telah berlangsung sgjak tahun 1970an dan hingga sekarang areal
hutan produksi (HP, HPT dan HPK) yang telah dibebani hak ITUPHHK seluas
4.387.508 ha yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten. Areal konsesilUPHHK
ini potensial menyebabkan terjadinya degradasi hutan dan merupakan sumber
emis bila pengawasan terhadap implementasi system silvikultur dan tata kelola
usahatidak dilakukan secara intensif.Berikut tabel ijin pemanfaatan hasil hutan di

Provinsi Papua.
Tabel 2.4 ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi
Papua.
KABUPATEN/ SKHPH/ TUPHHK
PEMEGANG KETERANGAN
I[UPHHK
NOMOR TGL LUAS
1 2 3 4 5 7
KABJAYAPURADANKABUP

| |ATEN SARMI

1 | PT.Tunggal YudhiUnitl(Jpr) 489/Kpts-11/95 | 14Sep95 69,40| Stagnasisgjak2003
JUMLA 69,40

I | KABUPATENKEEROM

2 | PT.Batasan 342/Kpts-11/97 | 01Jun97 106,64 Akti

300ktobe SKPERPANJANG
3 | PT.HanurataCoy.LtdJayapural 601/Menhut- r 56,32 AN
JUMLAH 162,96
Il | KABUPATENSARMI
4 | PT.WapogaMutiaraTimberU | 723/Menhut- 12/20/201| 169,17 Akti
SK.365/Menh
5 [ PT.BinaBaantakUtama ut- 07Juli2011| 298,71 Aktif
SK.466/MENH
6 | PT.MondialindoSetyaPratam UT- 19Sept2006 94,80 Aktif
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SK.556/MENH

7 | PT.SumberMitraJayaUnitl| UT- 22Des2006 52,16 Aktif
SK.396/Menh
8 | PT.SdakiMandiriSejahtera ut- 17Juli2006 79,13 Aktif
JUMLAHI 693,97
KABUPATENSARMI
IV _| DAN JAYAPURA
15Janua
9 | PT.PapuaHutanLestariMakm | 334/Menhut- ri 103,51 Aktif
SK.396/MENH
10 | PT.SumberMitraJayalUnitl UT- 23Nop05 102,25 Aktif
JUMLAH 205,76
V | KABUPATENWAROPEN
11 | PT.IrmasulindoUnitSerui 04/Kpts-11/2001| 11Jan01 174,54 Akti
JUMLAH 174,54
KABUPATENWAROPEN,P
VI [ANIAI
12 | PT.WapogaM utiaraTimberUn 169/Kpts-11/97 | 25Mar97 407,35 Akti
JUMLAHV 407,35
VIl | KABUPATENNABIRE
13 | PT.JatiDharmalndahPI 96/K pts-11/97 31Jan97 163,93 Akti
JUMLAHRVII 163,93
VIl | KABUPATENMIMIKA
14 | PT.DiadyaniTimber SK.292/MENHUT- | 18Mei2009| 205,16 Akti
15 | PT.Alas TirtaK encana 649/Kpts-11/95 | 30Nop95 87,50 Akti
JUMLAHVIII 292,66
KABUPATENASMAT,YAHU
IX | KIMODANMAPPI
16 | PT.KayuPusakaBumiMakmu 70/Kpts-11/96 26Peh96 171,10| StagnasiSejak2011
JUMLAHI 171,10
KABUPATENMAPPIDANB
X |OVENDIGOEL
MengurusRKUBa
17 | PT.MuktiArthaYoga SK.57TMENHUT- 22Peb2007| 151,69 Sis
JUMLAH X 151,690
KABUPATEN BOVEN
X1 IDIGOEL DAN PEG
18 [PT. Tungga Yudhi UnitIl  |489/Kpts-11/95 14 Sep 95  [203,600 Stagnasi sejak
JUMLAH XI 203,600
X1l KABUPATEN BOVEN
DIGOEL
19 |PT. Dharmali Mahkota 248/K pts-11/94 07 Jun94  |156,800 Stagnasi
Timber
PT. Tunas Sawaerma/Tunas |SK.10/Menhut- |12 Maret
20 [Timber Lestari 11/2009 2009 214,935 Aktif
614/Kpts-11/95 Jo. |15 Nop 95
21 |PT. Digul Daya Sakti Unit | |354/ Kpts-11/1997 |Jo. 344,800 Pel aksanaan
614/Kpts-11/95 Jo. |15 Nop 95
22 |PT. Digul Daya Sakti Unit 11 [354/ Kpts-11/1997  |Jo. 103,200 Pelaksanaan
JUMLAH XIlI 819,735
KABUPATEN
X1 [YAHUKIMO, MAPPI
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23 |PT. RimbaMegah Lestari  [303/Kpts-11/96 18Jun96 (250,000 Stagnasi 2008

JUMLAH XIlI 250,000
KABUPATEN
X1V [YAHUKIMO,ASMAT
09 Pebruari
24 |PT. Global Partner Indonesia |SK.39/Menhut- 2009 144,940 Belum
JUMLAH XIV 144,940

XV [KABUPATEN MERAUKE

05/Kpts-11/98 Jo
25 |PT. Merauke Rayon Jaya SK.251/Menhut- |1 Juli 2008 [206,800 Belum Operasi

JUMLAH XV 206,800

XVI [KABUPATEN MERAUKE
22 Januari
26 |PT. Selaras Inti Semesta SK.18/Menhut- 2009 169,400 Aktif
SK. 606/Menhut- |21 Oktober
27 |PT. Inocin Abadi 11/2011 2011 99,665 Aktif
JUMLAH XVII 269,065
TOTAL 4,387,508

Sumber: Dinas K ehutanan dan Konservas Provinsi Papua, 2012

Luas hutan Papua sesuai perhitungan terakhir adalah 31.228.696 Ha.
Apabila Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang susun
(overlay) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan (RTRWP)
terhadap tutupan lahan tahun 2006 — 2011, maka akan dijumpai fakta sebagai
berikut: Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan
Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang
4.960.251 ha (-60%), HPK bekurang 2.847.146 ha (-43.9%), HPT bertambah
4.338.821 ha (+237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (+4.4%). Fakta ini
mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar-benar berkomitmen untuk
melaksanakan pembangunan yang konservatif dan berwawasan lingkungan.
Namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk fungsi produksi dan hutan
produkss konverss mash perlu diperdebatkan. Karena kebutuhan
pembangunanyang bersumber dari hasil hutan dan lahan untuk kepentingan
infrastruktur wilayah semakin hari semakin meningkat, ketersediaan areal hutan
untuk produksi dan untuk dikonversi kemungkinan tidak mampu mengimbangi

tuntutan peningkatankebutuhan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan.
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Gambar 2.5 Peta usulan pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Papua. (Bappeda Papua, 2012)

Deforestas dan degradasi hutan di Indonesia secara umum disebabkan
sistem kebijakan politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap
sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan politik dan
keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).Undang-undang Otsus Nomor 21
Tahun 2001 memberi makna yang besar guna mampu memperbaiki dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Implementasi Otsus juga telah
memunculkan eforia berlebihan terutama dari aspek tuntutan pemekaran
wilayah kabupaten/kota yang berlebihan dengan harapan untuk memperoleh
keadilan dan pemerataan pembangunan. Tuntutan pemekaran akan berdampak
langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk infrastruktur pembangunan
yang pada akhirnya akan berimplikas pada meningkatnya luas kawasan hutan
yang akan dikonversi bagi kepentingan non hutan.Berikut gambaran peta hutan
papua yang mengalami deforestasi dan degradasi akibat berbagai faktor penyebab

berkurangnya luasan kawasan hutan.
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Gambar 2.6 Peta identifikasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan
Papua (Baplan-K emenhut)

“Greenpeace mencatat lgju kerusakan hutan di Bumi Cenderawasih tiap
tahun mencapai 300 ribu hectare (ha).Kerusakan terparah di bagian selatan
Papua dan sggumlah wilayah yang memiliki perkebunan sawit raksasa. Itu data
kita pada penelitian tahun 2009 dan 2010.Kerusakan hutan setelah itu bisa sgja
bertambah,” kata Charles Tawaru, Koordinator Greenpeace di Papua, Jumat, 10
Agustus 2012.1a (MIFEE) di Kabupaten Merauke serta aktivitas penebangan
oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang berperan besar

dalam meningkatkan |aju deforestasi di Provinsi Papua”.

2.6.1 Program REDD+ di Provins Papua

Hutan merupakan modal dasar pembangunan, mempunyai fungsi : 1)
fungsi ekologis atau fungsi penyangga kehidupan, mencakup fungsi pengatur
tata air, menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, menjaga keseimbangan
iklim mikro, penghasil udara bersih, menjaga siklus makanan serta sebagai
tempat pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistem; 2) fungsi ekonomi,
mencakup penghasil barang dan jasa bak kayu, non kayu, maupun
kepariwisataan serta jasa lingkungan lain; 3) fungsi sosial, mencakup fungsi
sosio-kultural mencakup berbagai sumber kehidupan dan lapangan kerja serta

kesempatan berupaya bagi sebagian masyarakat terutama yang hidup di dalam
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dan di sekitar hutan, kepentingan pendidikan dan penelitian, guna
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS), bahkan tempat
pemujaan (religius).Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara umum
disebabkan sistem kebijakan politik dan ekonomi yangkorup,yang menganggap
sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan politik dan
keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).Undang-undangOtsus (Otonomi Khusus)
Nomor 21 Tahun 2001 memberi makna yang besar guna mampu
memperbaiki dan  meningkatkan kesegj ahteraan masyarakat Papua.
Implementasi Otsus juga telah memunculkan eforia berlebihan terutama dari
aspek tuntutan pemekaran wilayah kabupaten/kota yang berlebihan dengan
harapan untuk memperoleh keadilan dan pemerataan pembangunan. Tuntutan
pemekaran akan berdampak langsung pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk
infrastruktur pembangunan yang pada akhirnya akan berimplikas pada
meningkatnya luas kawasan hutan yang akan dikonversi bagi kepentingan non
hutan.

Papua memiliki budaya yang tinggi; salah satu indikatornya adalah bahasa
daerah yang mewakili suku-suku di Papua dan ini menjadi dasar bahwa
perencanaa pembangunan termasuk strategi dan rencana akss REDD+ Provinsi
Papua harus melibatkan masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya hutan
baik yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Masyarakat adat
memandang bahwa semua hutan yang berada dalam wilayah hukum adatnya
adalah hutan adat yang mereka miliki dan dapat mereka manfaatkan untuk
pencukupan  seluruh  kebutuhan hidupnya.  Sebaliknya pemerintah
menganggapnya sebagai hutan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh
pemerintah bagi kemakmuran rakyat. Kedua perbedaan anggapan  dan
pemahaman ini akan terus menjadi pertentangan selama tidak ada kebijakan
kompromistik yang dilakukan kedua belah pihak (lihat keputusan Mahkamah
Konstitusi nomor 35/PUU-X/2012). Dalam kaitannya dengan SRAP-REDD+ ini,
soal perbedaan ini dapat menjadi salah satu kondisi pemungkin yang harus
disediakan lebih awa. Kondis ini dapat diciptakan melalui adanya kebijakan
untuk melakukan pemetaan partisipatif. Areal hutan masyarakat hukum adat
yang nantinya diintegraskan daam RTRWP/RTRWK dan batas |ahan/hutan
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masyarakat hukum adat harus terdeleniasi dalam setiap struktur dan pola ruang
pembangunan dalam RTRWP/RTRWK. Dengan demikian masyarakat merasa ada
pengakuan dan sekaligus legitimasi pemerintah terhadap hak-hak adat masyarakat
atas lahan/hutan.

2.6.2 Kondis Pemungkin

Kondisi pemungkin (enabling condition) merupakan suatu prasyarat yang
mutlak yang perlu dipersigpkan agar implementasi rencana aksi mitigass REDD+
di Papua dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi
pemungkin ini merupakan merupakan faktor- faktor kunci keberhasilan yang
perlu diperhatikan oleh stakeholders utama aksi mitigas utama REDD+, yang
dalam hal ini oleh Instansi Pemerintah terkait dengan kegiatan pembangunan
berbasis lahan. Kondisi-kondisi pemungkin ini dipersigpkan dengan cara
mengoptimalkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang memungkinkan
akselerasi implementasi rencana aksi mitigasi REDD+ di Papua. Pada aspek lain
kondis pemungkin juga dapat dilakukan melalui upaya meminimumkan
kelemahan interna dan meniadakan ancaman eksternal yang mungkin dapat

menghambat akselerasi implementasi rencana aksi REDD+.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Penelitian yang relevan

No Judul Pendlitian Hasi| Penelitian Keterangan

1 | Rehabilitasi Hutan & | Penyerapan CO2 lebih | Oleh:

Mitigass Perubahan Iklim | banyak terjadi pada hutan | Nurlita Indah
Sektor Kehutanan. yang sedang berada dalam | \Wahyuni.
fase pertumbuhan. Luas (oktober 2012)
lahan yang tergolong dalam
tingkat kritis dan sangat
kritis di Provinsi Sulawesi
Utara mencapai 16,14% dan
jika ditanam kayu
pertukangan dengan riap 6-
10 ton biomassa per tahun
maka total biomasa yang
terserap sebesar 16.515,13 -
27.525,22 Ton COZ2eq per
tahun. Pelaksanaan mitigasi

30




ini memerlukan sinergi antar
pihak dalam suatu kebijakan
multi  sektoral  sehingga
Upaya penurunan emisi ini
tidak mengganggu
pel aksanaan pembangunan.

Kebijakan
perubahan

Mitigasi
iklim  sektor
kehutanan menyongsong
RPIMN  2015-2019 di
Provinsi Papua dan Provinsi
Aceh.

Dengan menggunakan
pendekatan deskriptif analitis
dan dengan
mempertimbangkan
pandangan sgumlah nara
sumber

pemerintah dan swasta di
Provinsi Papua dan Provins
Aceh, maka dalam penelitian
ini menemukan bahwa kedua
provins tersebut

belum berperan  optimal
dalam menopang kebijakan
yang sama secara nasional.
Daam  konteks inilah,
kemauan

politik pemerintah masih
sangat dibutuhkan
sedemikian  rupa  dapat
membuka peran daerah
dalam isu tersebut.

Hariyadi
(Agustus 2015)

Kgjian Kesesuaian Rencana
Aksi Daerah Gas Rumah
Kaca (RAD- GRK) Ke
daam Rencana Keja
Pembangunan daerah
(RKPD) di  Kadimantan
Tengah

Penyebab belum
terinternalisasinya RAD
GRK ke dadam RKPD di
tingkat  provins dan
kabupaten adalah belum
dipahaminya secara utuh
dan  lengkap  tentang
perubahan iklim dan upaya
mengatasinya serta
dampak dari upaya yang
dilakukan.

Y usurum Jagau
Bismart Ferry
Ibie

Andi Kiki
(Oktober 2014)
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2.8 Strategi pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan

2.8.1 Strategi Partisipatif

Tindakan yang dilakukan untuk pengendalian perubahan iklim
melalui mitigas dan adaptas dapat mencegah kerusakan dan dapat
menghindari dampak ganda dari bencana aam.Tindakan mitigas dan
adaptasi diperlukan pada tingkat nasional dan daerah sebagai agenda
kebijakan nasional untuk merespon perubahan iklim. Pendekatan yang utuh,
kerangka regulasi dan kebijakan, disertai kerangka kerja antara mitigas;
adaptasi; pengendalian kebakaran hutan dan lahan; sistem inventarisas,
pelaporan dan verifikasi; serta mobilisas sumberdaya keuangan dan
sumberdaya manusiadiperlukan untuk pengendalian perubahan iklim.Analisa
lebih  menyeluruh mengenai tantangan, hambatan dan strategi oleh
pemerintah Provinsi Papua periode tahun 2015 — 2019 dan peran serta
tanggung jawab stakeholders dalam mendukung program mitigasi perubahan
iklim dapat dijabarkan dalam enam (enam) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mempercepat proses pemantapan kawasan hutan (melalui pembentukan
KPH, penataan batas, pengukuhan kawasan hutan, pemetaan wilayah
hukum adat dan resolusi ronflik kepemilikan dan penguasaan |ahan)

2. Praktek terbaik Pengelolaan Sumber Daya Alam melaui penerapan
sertifikas PHPL dan SVLKserta intensifikas pengawasan penerapan
RIL.

3. Pengembangan ekonomi berbasis budaya masyarakat setempat melalui
peningkatan peran aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya
hutan dan lahan.

4. Mengupayakan kepastian ruang kelola masyarakat melaui skema HKm,
HD (hutan desa) danPerhutanan sosial lain termasuk RHL.

5. Memantapkan Kelembagaan, Regulass dan Organisasi pengelolaan
hutan.

6. Pengembangan Keanekaragaman Hayati dan usaha Jasa Lingkungan
yang lebih optimal.
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2.8.2 AndisaSWOT

Anadisis SWOT adalah andisis kondis internal maupun eksternal
suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk
merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian
terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), sementara itu
anadisis eksterna mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan
(Threaths), ada dua macam pendekatan dalam analisis SWOT, yaitu:
|. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT
Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh
Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adal ah kotak faktor
eksternal (peluang dan tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah
faktor internal (kekuatan dan kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan
kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemua antara faktor-
faktor internal dan eksternal, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.9
di bawah ini:

Tabel 2.6 Matriks SWOT Kearns

OPPORTUNITY TREATHS
Comparative -
STRENGHT Mobilization
Advantage
WEAKNESS Divestment/ Investment Damage Control

Sumber: Hisyam, 1998
Keterangan:
Sel A: Comparative Advantages
Sd ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga
memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang
lebih cepat.
Sel B: Mobilization
Sd ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan, disini harus
dilakukan upaya mobilisass sumber daya yang merupakan kekuatan

organisasi untuk Comparative Advantage Divestment/ Investment Damage
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Control Mobilization memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan
kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: Divestment/Investment

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari
luar, situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur.
Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan
karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya Pilihan
keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk
dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu
(investasi).

Sel D: Damage Control

Sel ini merupaka kondis yang paling lemah dari semua sé karena
merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari
luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang
besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah Damage Control
(mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang
diperkirakan.

I1. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT
Data SWOT kualitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitaif
melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan

Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posis organisasi yang

sesungguhnya. Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Melakukan perhitungan skor (@) dan bobot (b) point faktor serta jumlah
total perkalian skor dan bobot (c = a x b) pada setiap faktor S-W-O-T,
yaitu dengan cara
a. Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara

saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh
dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap point faktor
lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi

penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10,



dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti
skor yang paling tinggi.

b. Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan
secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point
faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya
dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya
adalah nila yang telah didapat (rentang nilainya sama dengan
banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point
faktor).

2. Meéakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan
faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) selanjutnya menjadi nilai
atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya
menjadi nilal atau titik pada sumbu Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada Tabel berikut ini:

Tabdl: 2.7 Tabel Pendekatan Kuantitatif Analisa SWOT
No | STRENGHT SKOR BOBOT TOTAL

1
2 Dst
Total Kekuatan
No WEAKNESS SKOR BOBOT TOTAL
1
2 Dst
Total Kelemahan

Selisih Total Kekuatan — Total Kelemahan (S— W) = x
No | OPPORTUNITY | SKOR BOBOT TOTAL

1
2 | Dst
Total Peluang
No THREATS SKOR BOBOT TOTAL
1
2 | Dst

Total Ancaman
Selisih Total Peluang — Total Ancaman (O-T) =y
Sumber: Hisyam, 1998
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3. Mencari posis organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran
SWOT.

KUADRAN 111 Opportunity KUADRAN |

A
1) (+,1)
Ubah Strateqi Proaresif

Weakness < > Strengh

(-7-) (+1-)
Strategi Bertahan Diverdfikas Strateqi
v

Threath KUADRAN
KUADRAN IV ¥

Gambar: 2.8 Posisi Organisasi Menurut Analisis SWOT ( Hisyam, 1998)

Kuadran | (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi
strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima
dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi,

memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran Il (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasiyang kuat namun menghadapi tantangan
yang besar. Rekomendas strategi yang diberikan adalah Diversifikasi Strategi,
artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi segjumlah tantangan
berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus
berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenya, organisasi
disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran 111 (negatif, positif)

Posis ini menandakan sebuah organisas yang lemah namun sangat
berpeluang.Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Ubah Strategi, artinya
organisas disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya.Sebab, strategi yang
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lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus
memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran 1V (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasiyang lemah dan menghadapi tantangan
besar.Rekomendasi  strategi yang diberikan adalah Strategi Bertahan, artinya
kondis internal organisasi berada pada pilihan dilematis.Oleh karenanya
organisas disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan
kinerja internal agar tidak semakin terperosok, strategi ini dipertahankan sambil

terus berupaya membenahi diri.
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“Halaman ini senggja dikosongkan”
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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini terdiri dari tahapan penelitian yang berisi tentang
langkah-langkah yang dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

o)
v

Ide Pendlitian

i ' 1

Kgjian Pustaka Masalah & Tujuan

I
Identifikasi, estimasi emisi karbon
(REL) & aksi mitigas

I | }
/ Data / / Data Primer /
Sekunder
|
| I

Pengembangan Pendekatan Skenario

Estimasi emisi karbon & Andlisis Strategi
Aspek Teknis Aspek Aspek Kelembagaan, regulasi
Lingkungan dan Organisasi
| |
Kondis <
Pemungkin
\ 4
Kesimpulan

v
[ e ]
Gambar 3.1 SkemaAlur Pendlitian
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3.2 ldePendlitian
Ide yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah identifikasi
masal ah mendasar dan estimasi emisi karbon deforestasi dan degradasi hutan serta

analisis strategi mitigasinya.

3.3 Studi Literatur

Studi literatur adalah pengumpulan data pendukung yang didapatkan dari
berbagal sumber seperti: jurnal penelitian, artikel, tugas akhir, tesis, panduan
penyusunan rencana aksi, petunjuk teknis serta sumber lainnya. Studi literatur
dilakukan secara terus menerus mulai dari tahap awa penelitian hingga pada

analisis dan pembahasan hasil dari penelitian sehingga diperoleh kesimpulan.

3.4 Perumusan Masalah
Tingkatan rumusan masalah pada suatu penelitian akan terselesaikan
dengan bak apabila tujuan penelitian telah terpenuhi, dan biasanya tertuang
didalam bab kesimpulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana mengidentifikas potensi dan permasalahan deforestasi dan
degradasi hutan di Provinsi Papua menggunakan analisis lingkungan strategis ?
2. Bagaimana estimasi emisi karbon (REL) dari deforestasi serta degradasi hutan
menggunakan skenario Historical Based dan Forward Looking di Proving
Papua.?
3. Bagaimana mengalisis strategi aksi mitigasi berdasarkan pendekatan skenario

dalam implementasi REDD+ ?

3.5 ldentifikasi, Estimas emisi karbon dan Mitigas

Daam penelitian ini akan mengidentifikasi akar permasalahan deforestas
dan degradasi hutan sebagai penyumbang emisi karbon akibat perubahan tutupan
lahan serta strategi analisis pengurangan emisi (mitigasi) melalui implementasi

REDD+. Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan pengumpulan data yang
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dapat mendukung terlaksananya penelitian tersebut.Berdasarkan sumbernya, data
dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data sekunder dan data primer.
»  Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh dari kgjian literatur
baik instans terkait (stakeholders), jurna ilmiah, buku cetak atau penelitian
terdahulu (pemerhati). Data sekunder yang diperlukan dalam mendukung
penelitian ini untuk melakukan perhitungan emisi karbon sub sektor kehutanan
adal ah sebagaimana yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Data Aktivitas sub sektor kehutanan

No Data Aktivitas Sumber
1 | Data spasid tutupan lahan hutan | Dishutkon(UPTD), Bappeda,
(2006-2011) BPLH Provinsi Papua.

2 | RTRW Provins Papua (2012-2032) | Bappeda Provinsi Papua

3 | Dokumen-dokumen (peta, dokumen | (BPLH,Dishutkon,Bappeda)
perencanaan,laporan hasil penelitian, | Provinsi Papua.
& laporan tahunan) tahun 2006-2011

Data aktivitas tersebut digunakan untuk perhitungan net emisi karbon
hutan,sedangkan kegiatan yang bersifat mitigasi diperoleh dari data
kegiatanyang tersedia pada SKPD teknis terkait RAD-GRK ( BPLH,
Dishutkon, Bappeda ) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, selanjutnya
data tersebut akan digunakan dalam perhitungan upaya penurunan/
penyerapan emisi karbon akibat penutupan lahan.

» Pengambilan Data Primer

Penentuan metode perhitungan emisi berdasarkan ketersediaan data
aktivitas. Dalam penelitian ini akan digunakan metode IPCC Guidelines 2006
dengan pendekatan tier 1. Tier 1 adalah metode perhitungan emisi dan penurunan/
serapan menggunakan persamaan dasar (basiq equation) dan faktor emisi default
yang disediakan dalam IPCC guideline). Wawancara dengan SKPD teknis terkait
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(stakeholders) dilakukan sebagai bentuk untuk mengumpulkan data dan informasi
bagaimana kesepakatan atau kesepahaman dan komitmen Pemerintah Provinsi
Papua dalam merumuskan Kebijakan Sektoral Berbasis Lahan dan upaya-upaya
para pihak lain (pemerhati), sehingga dapat menciptakan prakondis yang
memadal agar program mitigasi penurunan emisi karbon dapat diimplementasikan
secara efektif, efisen dan berkelanjutan. Wawancara ini dilakukan secara
mendalam (terfokus) dan terstruktur melalui tatap muka secara individu maupun
kelompok, dengan menggunakan instrumen pedoman pertanyaan dan aat bantu
tape rekorder serta kamerafoto.
Tabel 3.2 Pengambilan data primer

No Uraian Data Sumber

1 | Data-data kudlitatif (Komitmen | Wawancara dengan Pimpinan

Pemerintah) SKPD  Teknis ( BPLH,
Dishutkon, Bappeda & UPTD )
Provins Papua

2 | Upaya-upaya pemerhati (terkait | Wawancara dengan WWF, dan
deforestasi & degradasi hutan) Uncen. (LSM & Akademisi)

3 | Perspektif  Masyarakat  Adat | Wawancara  dan Kuisioner
terhadap hutan dan pelaksanaan | dengan Tokoh Masyarakat Adat
program REDD+ d Lembaga Mageis Rakyat
Papua (MRP)

3.6 AnalisisData

Operasionalisasi terminologi perubahan tutupan lahan ini akan berkaitan
dengan penetapan nilai faktor emis akibat perubahan tutupan lahan dimaksud.
Ketidak jelasan definis dan kriteria yang digunakan, akan menyebabkan bias
daam penentuan nila indeks faktor emis perubahan tutupan lahan dalam
formulas perhitungan dengan metode IPCC-GL Untuk MRV dan penghitungan
karbon (carbon accounting) dikena ada tiga tingkat (tier): tier 1, 2 dan 3. Makin

tinggi tier makin rinci. Tier 1 menggunakan parameter dan formula default
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global, Tier 2 menggunakan parameter spesifik nasional, sedangkan Tier 3
menggunakan metode, model dan inventarisasi yang dilakukan secara berulang
pada skala lokal. Penghitungan emisi karbon pada tingkat unit pengelolaan hutan
ada ddam MRV Tier 3.Metode perhitungan karbonnya dapat dilakukan dengan
dua pendekatan (IPCC, 2006) yaitu “perbedaan stok” (stock- difference approach)

dan “tambah-hilang” (gain-loss approach).

3.6.1 Inventarisas Emisi Karbon dari Perubahan Tutupan L ahan

Pendekatan perbedaan stok karbon adalah menghitung beda stok karbon
pada dua waktu yang berbeda. Ini dapat digunakan jika kedua stok karbon telah
diukur, misanya melaui inventarisass hutan berkala pada plot
permanen.Pendekatan ini dapat digunakan untuk menduga emisi karbon yang
terjadi sebagal akibat baik oleh deforestasi maupun degradas hutan ataupun aks
mitigasi. Untuk pembalakan tebang pilih (selective logging) seperti Tebang Pilih
Tanam Indonesia ( TPTI), data hutan utuh (Virgin forest) dapat digunakan untuk
hutan yang belum ditebang.

Deforestas  umumnya disebabkan oleh konversi lahan bak secara
terencana maupun tidak direncanakan. Sedangkan degradasi hutan disebabkan
oleh pembalakan sistem tebang pilih, kebakaran hutan skala luas, perambahan
hutan skala luas dan penggunaan hutan untuk pertanian/perkebunan. Formulasi
umum perhitungan perbedaan stock carbon pada dua waktu pengukuran seperti
gambar dibawah ini.

Stok karbon
Tahun ke-1 AC = (Ct2 - CtL)/(t2-t1) ..ovevveen, 3.1
Dimana:
@ AC = Perubahan stok karbon tahunan (tC/tahun)
Stok karbon Ctl = Karbon stok padatl (tC)
Tahun ke-2 Ct2 = Karbon stok padat2 (tC)

Gambar 3.2 Pendekatan perbedaan stok karbon; (IPCC, 2006; Angelsen dkk,
2008)
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Rumus dasar penghitungan emisi yaitu:

Emisi/Serapan GRK = Data Aktivitas (DA) x Faktor Emisi (FE) .......... 3.2
Dimana keadaan atau perubahan penutupan lahan dalam hal ini merupakan data
aktifitas (DA), sedangkan untuk faktor emisi (FE) diperoleh dengan pendekatan
rata-rata kandungan karbon untuk setiap kelas penutupan lahan yang diperoleh
dari hasil penghitungan plot-plot sampel yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Rata-rata stock karbon dari masing-masing kelas penutupan lahan yang
dipergunakan dalam penghitungan emisi dan serapan disgjikan pada Tabel
dibawahini :

Tabel 3.3 Stock Karbon (Faktor Emisi) berdasarkan Klasifikasi Penutupan Lahan

NO PENUTUPAN LAHAN KODE PL STORKARBON

(Ton/Ha)

1. | Hutan Lahan Kering Primer 2001 195.40
2. | Hutan Lahan Kering Sekunder 2002 169.70
3. | Hutan Mangrove Primer 2004 170.00
4. | Hutan Rawa Primer 2005 196.00
5. | Hutan Tanaman 2006 140.00
6. | Semak Belukar 2007 15.00
7. | Perkebunan 2010 63.00
8. | Permukiman 2012 1.00
9. | Tanah Terbuka 2014 0.00
10. | Rumput 3000 4.50
11. | Air 5001 0.00
12. | Hutan Mangrove Sekunder 20041 120.00
13. | Hutan Rawa Sekunder 20051 155.00
14. | Belukar Rawa 20071 15.00
15. | Pertanian Lahan Kering 20091 8.00
16. | Pertanian Lahan Kering Campur 20092 10.00
17. | Sawah 20093 5.00
18. | Tambak 20094 0.00
19. | Bandara/Pelabuhan 20121 5.00
20. | Transmigrasi 20122 10.00




STOK KARBON
NO PENUTUPAN LAHAN KODE PL
(Ton/Ha)
21. | Pertambangan 20141 0.00
22. | Rawa 50011 0.00
23. | Awan 2500 0.00

Sumber: Bappenas, 2010

Pendekatan IPCC untuk menghitung emist GRK antropogenik dengan emisi dan
serapan pada simpanan karbon pada berbagai tutupan lahan

Gambar 3.3 Pendekatan IPCC untuk menghitung emis GRK (UN-REDD
Programme, 2011)

Data penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit (Tahun 2006-2011)
berupa data spasial untuk dilakukan analisis spasia dengan Sistem Informasi
Geografis sehingga diketahui perubahan penutupan lahan tiap periode dan
sekaligus penghitungan emisinya. Perhitungan timbulan emis dan serapan untuk
sub sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya termasuk pada lahan
pertanian (Perkebunan/kebun campur) berdasarkan metode perhitungan histori
(sgarah penutupan lahan) dan pengecekan lapangan. Selanjutnya dimasukkan
dalam matrik penutupan dan transisi penutupan lahan hutan.Dari analisis data



spasial dan perhitungan emis di atas, kemudian dilakukan proyeks timbulan
emisi dan serapan di masa mendatang (2020). Berikut contoh melakukan analisa
perubahan tutupan lahan (data aktivitas) pada peta citra satelit timeseries dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) pada peta tutupan lahan
hutan tahun 2006 — 2011.Andlisis Citra Satelit juga membantu menyajikan data
tentang luasan hutan di Provinsi Papua yang mengalami perubahan tutupan lahan
selama periode tahun 2006-2011 akibat lgu deforestasi dan degradasi lahan
hutan.Berikut contoh data luas tutupan lahan kota jayapura yang mengalami
perubahan dapat dilihat pada Tabel dibawahini :

Tabel 3.4 Perubahan Tutupan Lahan periode tahun 2006-2012

Tahun Awal Perubahan 5 Hues
m Ha

2001/ Hp 2002/ Hs 0.782.944 81 978,29

2001/ Hp 2007 /B 1.169.856,03 116,99

2002/ Hs 2007 /B 2.777.351,27 277,74

2002/ Hs 20091/ Pt 2.211.293,50 221,13

2002/ Hs 20092/ Pc 3.080.744,66 308,07

2006 - 2009 2002/ Hs 20093/ Sw 319.327,06 31,93
20051/ Hrs 20091/ Pt 368.408,97 36,84

20051/ Hrs 20094/ Tm 1.222.795,52 122,28

20091/ Pt 20093/ Sw 2.568.600,97 256,86

2014/T 20092/ Pc 267.702,26 26,77

20091/ Pt 20092/ Pc 194.106,17 19,41

20092 / Pc 20093/ Sw 1.378.754,08 137,88

2001/ Hp 2002/ Hs 2.137.919,34 213,79

2001/ Hp 2014/T 20.915,07 2,09

2001/ Hp 20091/ Pt 451.822,51 45,18

2002/ Hs 2007 /B 7.092.642,76 709,26

2009 - 2012 2002/ Hs 2014/T 2.677.855,58 267,79
2002/ Hs 20091/ Pt 24.454.975,00 2.445,50

2002/ Hs 20092/ Pc 1.617.824,20 161,78

2005/ Hrp 20091/ Pt 88.679,49 8,87

2007/ SB 20092/ Pc 1.951.660,61 195,17
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2014/ T 2007 /B 396.767,20 39,68
20051/ Hrs | 20093/ Sw 201.358,43 20,14
20071 /Br 20093/ Sw 35.403,19 3,54
20071 /Br 20094/ Tm 120.110,35 12,01
20091/ Pt 2010/ Pk 26.627,47 2,66
20091/ Pt 20093/ Sw 2.840.951,81 284,10
20092/ Pc 20093/ Sw 333.217,17 33,32

Sumber: Pemerintah Provins Papua,2013. RAD Penurunan Emisi GRK
Provins Papua 2012-2020.

Secara umum, kerangka pikir dari MRV seperti diilustrasikan pada
(Gambar 3.4). Tantangan sistem MRV diperjelas dengan  rincian yang
memfokuskan pada bagaimana pengukuran, pelaporan, monitoring dan
verifikass dapat dilaksanakan dengan metode yang komparabel dengan

Penghitungan Stok [ L auekn
Karbon  Pengukuran di lapangan:
; - 1. Biomasadi atas tanah
- Bwmasa di bawah

2

tangh

3. Sisa kayu mat
4

5

kegiatan mitigasi.

serapan | ewist| St
| tanah

= Stok Karban penodik
= Biofisik

» Ancaman dan resiko
« Aspek sosekbud

» Tata kedola

Gambar 3.4 Kerangka pikir pedoman pengukuran karbon dalam Sistem MRV
untuk penerapan REDD+ (UN-REDD Programme, 2011)

Proses perhitungan timbulan emisi dan serapan untuk sub sektor kehutanan dan
penggunaan lahan lainnya dapat dilihat pada (gambar 3.5) dibawah ini :

47



Data
Penggunaan
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Pengolahan data:
Perhitungan tdmbulan emisi dan
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Hasil peihitl:lhé;a-ﬁ-‘_E‘I%isi- .Igahr-t;’(s;- (CEOZ).
Gambar 3.5 Tahapan perhitungan timbulan emisi dan serapan sub sektor
kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.

3.6.2. Estimasi Emisi Karbon berdasarkan pendekatan Historical Based dan
Forward Looking.

Proyeks emisi dengan pendekatan Historical basedmerupakan proyeksi
linier dengan melihat kecenderungan berdasarkan periode tahun dasar (base year)
menggunakan perangkat lunak minitab 16 atau tabel excel. Setelah didapatkan
luasan perubahan tutupan per-periode, maka selanjutnya dilakukan perhitungan
emisi dengan menggunakan rumus (DA x FE).Keadaan perubahan tutupan lahan
merupakan data aktivitas (DA) dan faktor emisi (FE) diperoleh dengan
pendekatan rata-rata cadangan karbon untuk setiap kelas perubahan penutupan
lahan (tabel 3.3). Dalam memperhitungkan emisi karbon maka rumus diatas dapat
dimodifikasi sebagai berikut.

Emis GRK = Perubahan Tutupan Lahan x {Cadangan Karbon
Tutupan Lahan Awal — Cadangan Karbon Tutupan Lahan Saat Ini}

Proyeks tingkat emisi pada pendekatan forward looking dihitung
berdasarkan tutupan lahan tahun 2012 yang di-overlay-kan dengan rencana pola
ruang RTRW Provins Papua Tahun 2013 — 2020.Hasi| analisis luasan perubahan



tutupan lahan 2012 terhadap pola ruang dapat melihat setiap jenis tutupan lahan

yang berubah fungsi menjadi rencana - rencana pola ruang di wilayah Provins

Papua. Perhitungan emisi berdasarkan pendekatan ini sama seperti pada

perhitungan emisi base year, yaitu luasan perubahan tutupan lahan dikalikan

dengan cadangan karbon tiap jenis tutupan yang berubah.

3.7 Pembahasan
= Aspek Teknis

Dalam mengimplementasikan progran REDD+ pemerintah provins

melakukan inventarisasi dan pendugaan cadangan karbon kawasan hutan

Papua.Dalam penerapan aspek teknis, metode estimasi emisi karbon yang

dilakukan yaitu :

1

Menggunakan metode perbedaan stok karbon (stock difference)
berdasarkan perubahan tutupan lahan hutan. Pendekatan ini dianggap
lebih praktis karena hanya menghitung emisi dari tutupan lahan (land
cover) yang mengalami perubahan.

Kuantifikas estimas emisi karbon berdasarkan pendekatan historical
based ( aktivitas penggunaan lahan di masalalu) dan forward looking
(aktivitas penggunaan lahan di masa yang akan datang) sesuai
dengan rencana pembangunan atau RTRW Provinsi Papua.
Cadangan karbon dan perubahannya (aktivitas data) berdasarkan
anadlisis peta citra satelit timeseries dengan menggunakan Sistem
Informasi Geografis (SIG) pada peta tutupan lahan hutan.

Data Aktivitas (DA) adalah jenis data spasial berdasarkan analisis
citra satelit.

= Aspek Lingkungan

Pendekatan Skenario strategi aksi mitigasi yang dilakukan pemerintah

provinsi dalam mengimplementasikan REDD+ adalah untuk memberikan

gambaran kemungkinan-kemungkinan pencapaian pengurangan emisi dan

peningkatan sediaan karbon hutan selama periode mitigasi.
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- Aspek lingkungan dilakukan berdasarkan hasil estimasi emisi karbon
perubahan tutupan lahan akibat deforestas dan degradasi hutan,
sehingga dapat mengetahui tingginya sumbangsih emisi dari
berbagai kategori lahan. Selanjutnya dianalisis SWOT untuk
mendapatkan strategi aks mitigas yang efektif, efisen dan
berkelanjutan yang realistis dalam menurunkan lgju deforestasi dan

degradasi hutan).

»  Aspek Kelembagaan, Regulasi dan Organisasi

Pemerintah sebagal pemangku kawasan yang memiliki kewenangan
daam menyelenggarakan tata kelola, penyusunan regulasi dan memiliki
sumberdaya untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan yang lain
mempersigpkan dan menciptakan prakondis yang memadal agar program

REDD+ dapat diimplementasikan secara efektif dan efisen serta

berkelanjutan.

» Guna menetapkan arah pengembangan strategi pengendalian laju
deforestass dan degradas hutan, dilakukan analisis SWOT untuk
mengetahui isu — isu strategis yang terjadi pada sub-sektor kehutanan.
Penentuan parameter disesuaikan dengan kebijakan dari SKPD Teknis
(BPLH, Dishutkon, dan Bappeda)dalam melakukan upaya pengendalian
laju deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Parameter ini didapatkan
dari hasil diskusi langsung atau wawancara kepada pimpinan SKPD
teknis terkait di pemerintahan Provins Papua.

» Pengembangan ekonomi berbasis budaya masyarakat setempat melalui
peningkatan peran aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya
hutan dan lahan.Pemilihan parameter-parameter ini diduga serta
diharapkan mampu menggambarkan kondisi eksisting dari sistem

pengendalian lgju deforestasi dan degradasi hutan.
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3.8 Kesmpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang didapatkan dari analisis data yang
dilakukan, maka sebagai hasilnya akan diuraikan secara singkat, jelas, dan mudah
dipahami serta sesuai dengan tujuan penelitian dan diletakkan pada bagian
kesimpulan. Sedangkan saran merupakan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari
penelitianini.

3.9. Jadwal Kegiatan

Bulan

Kegiatan Jan Feb Maret April Mei

A. Tahap Persiapan

Pembuatan Proposal

Pengumpulan Proposal

Seminar Proposal

Revisi Proposa

B. Tahap Pelaksanaan

Pengurusan surat-surat

pengambilan data

Pengambilan data
sekunder

Pengambilan data

primer

Pengolahan data

Analisis data hasil
penelitian

Penyusunan laporan

tesis

C. ProsesBimbingan
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikas Potensi dan Permasalahan Lahan Hutan

Berbagal upaya untuk pengendalian laju deforestasi dan degradasi hutan
telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2010-2014, namun demikian upaya
tersebut masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk
meningkatkan aks mitigasi perubahan iklim tidak sebanding dengan lgu
kerusakan ekosistem. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya
fenomena perubahan iklim. Kerusakan lingkungan yang terus meningkat memiliki
dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Provinsi Papua harus
segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa lgju deforestasi dan
degradasi hutan akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan bukan
merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan
pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi.
Mengacu pada hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan identifikasi potensi dan
permasalaan |ahan hutan.

4.1.1 ldentifikasi Potensi Lahan Hutan
Provinsi Papua dengan luas kawasan hutan 31.687.680 Ha (RTRW
Provins Papua, 2012), terbagi menurut fungs kawasan hutan adalah sebagal
berikut :
Kawasan Konservas ( KSA/PA) seluas 6,662,766.50 Ha ( 21,54 %),
Hutan Lindung (HL) seluas 7,847,798.20 Ha ( 25,37 %),
Hutan Produks Terbatas (HPT) seluas 5,958,883.50 Ha ( 19,26 %),
Hutan Produksi (HP) seluas 4,726,330.40 Ha ( 15,28 %),
Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 4,044,554.10 Ha ( 13,07 %).
Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1,693,260.20 Ha (5,47 %).
Luasan lahan hutan menurut fungsi kawasan hutan dapat di deskripsikan seperti

o g b~ w DN PF

gambar dibawah ini :
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Gambar 4.1 Perbandingan luas lahan menurut fungsi kawasan hutan

Berdasarkan Refence Emission Level (REL) untuk kategori Provingi,
Provins Papua bersama dengan Provins Kaimantan dipredikss memiliki stok
(cadangan) karbon lebih dari 1.000 Mega Ton hinggatahun 2020. Pada sisi lain,
kedua provins ini juga diduga memiliki tingkat emisi carbon yang cukup besar
jika lgu degradasi dan deforestasi hutan tidak mampu dikendalikan sampai pada
tingkat minimum (Budiarto, 2009). Berdasarkan kondis penutupan lahan,
kawasan hutan Papua yang berhutan primer seluas 20.749.872,38 Ha (68.58 %),
berhutan sekunder/bekas tebangan seluas 3.995.719 Ha ( 13.18 %), dan tidak

berhutan seluas 5.526.766,79 Ha ( 18.24 %), seperti ditampilkan pada Gambar
berikut ini :

25,000,000.00

20,000,000.00

i Luas Kondisi
- 15,000,000.00 - Tutupan Lahan
= 10,000,000.00
©
3 5,000,000.00 l:

0.00 - u

Hutan Hutan  Non Hutan
Primer  Sekunder

Tutupan Lahan

Gambar 4.2 Kondisi penutupan lahan (kerapatan vegetasi)
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4.1.2 Identifkas Permasalahan L ahan Hutan

Ditinjau dari aspek pemanfaatan sumberdaya hutan, |aju kerusakan hutan
(deforestasi) dan penurunan kualitas hutan Provins Papua (degradasi) setiap
tahun terus meningkat seiring dengan meningkatan jumlah penduduk dan
kebutuhan manusia akan hasil hutan. Peningkatan kebutuhan manusia akan hasil
hutan mendorong peningkatan kegiatan eksploitasi hutan. Kebijakan pengelolaan
sumber daya hutan diarahkan untuk meningkatkan kelestarian sumber daya hutan
dan kemakmuran masyarakat. Selama tiga dekade terakhir, sumber daya hutan
Papua dinilai telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian
nasional dan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan devisa,
penyerapan tenaga kerja serta mendorong pembukaan isolasi dan pengembangan
wilayah, pembangunan infrastruktur pada kawasan terisolir serta mendorong
pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Tata Hutan berdasarkan fungsi peruntukannya di Papua ditumpang susun
(ovelay) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan (RTRWP) terhadap
tutupan lahan tahun 2006-2011, maka akan dijumpai fakta sebagai berikut: Areal
Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung
bertambah 3.151.028 ha (+43.8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-
60%), HPK bekurang 2.847.146 ha (-43.9%), HPT bertambah 4.338.821 ha
(+237.7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (+4.4%).

Fakta ini mengindikasikan bahwa pemerintah Papua benar berkomitmen
untuk melaksanakan pembangunan yang konservatif dan berwawasan lingkungan,
namun demikian sempitnya alokasi hutan untuk fungsi produks dan konvers
masih perlu diperdebatkan karena kebutuhan pembangunan yang bersumber dari
hasil hutan dan lahan untuk kepentingan infrastruktur wilayah semakin hari
semakin meningkat, sedangkan ketersediaan areal hutan untuk produksi dan untuk
di konverss kemungkinan tidak mampu mengimbangi tuntutan peningkatan
kebutuhan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut data Statistik
Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua yang dikeluarkan oleh Dinas
Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Tahun 2010 menunjukkan bahwa
angka deforestasi di dalam dan diluar kawasan hutan seluas 169.100 hektar/tahun
dan lahan kritis di Provinsi Papua mencapai 4.976.051 hektar. Sebaran luas lahan
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tidak produktif menurut tingkat kekritisan lahan hutan di Provinsi Papua seperti di
sgjikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Sebaran luas lahan kritis menurut fungsi
kawasan hutan dan tingkat kekritisan di Provinsi Papua.

No Kawaan Hiitan Luas Lahan Kritis di Provinsi Papua (Ha)
SK K AK PK Jumlah

1 |KSA/KPA 25,383 97511] 839,451 962,345
2 [HL 39,693 412,255 349,712 365 802,025
3 |HPT 5,538 25,078 35,537 1,465 71,618
4 |HP 6,175 78,4901 1,234,760 3,930] 1,323,355
5 |HPK 23,687 297,704 1,154,853 5776 1,482,020
B |APL 2,129 53,814 244,759 33,883 334,585

Jumlah 102,605 968,852| 3,859,072 45,419| 4,975,548

SK=Sangat kritis, K=Kritis, AK=Agak kritis, dan PK=Potensi kritis. (sumber:; Balai
Pengelola Daerah Alisan Sungai Mamberamo, 2011)

Data pada Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa luas lahan kritis yang
berada di dalam kawasan suaka aam/pelestarian alam (KSA/KPA) dan Hutan
Lindung (HL) masing-masing 962.345 Ha dan 802,025 Ha. Fakta ini
mengindikasikan bahwa telah terjadi kegiatan perambahan dalam kawasan yang
seharusnya tetap dikonservasi. Kegiatan perambahan ini terjadi selain sebagai
akibat adanya pemekaran wilayah kabupaten pada kawasan tersebut, tetapi juga
diduga kegiatan pengelolaan yang belum intensif. Banyak faktor utama yang
berperan dalam pembentukan |ahan-lahan kritis tersebut yang perlu diidentifikasi
sehingga dapat ditentukan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Pemerintah Provinsi Papua mengambil kebijakan bahwa hingga tahun
2011 dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati di
Provins Papua, telah menetapkan kawasan konservasi yaitu Kawasan Suaka
Alam (KSA) sebanyak 11 unit terdiri dari 7 unit Cagar Alam (CA) dan ditambah
dua unit Taman Nasiona (TN) dengan luasan mencapa 6.211.688 Ha. Rincian
luas kawasan konservasi di Provinsi Papua menurut status kawasan sebagaimana
disgjikan dalam Tabel dibawah ini :
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Tabel 4.2 Luas kawasan konservasi di Provins Papua

No Kawasan Konservasi Luas (Ha)
1. Taman Nasional
a. Lorentz 2.505.600
b. Wasur 413.810
2. Cagar Alam
a. Pegunungan Cycloop 22.500
b. Pegunungan Wayland 128.220,23
c. Bupul 92.000
d. Yapen Tengah 119.000
e. Biak Utara 6.138,04
f. Pulau Supiori 41.990
g. Tanjung Wiay 4.378,70
3 Suaka Margasatwa
a. Danau Bian 100.000
b. Pulau Dolok 664.627,97
c. Pulau Pombo 100
d. Pulau Savan 8.260
e. Pulau Komolom 84.000
f. Mamberamo Foja 2.018.300
g. Jayawijaya 800.00
4., Taman Wisata Alam
a. Teluk Youtefa 1.675
b. Nabire 100
Jumlah 6.211.688

Sumber : Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, 2011.

Berdasarkan data luas kawasan yang dikonservasi di Papua, ternyata
terdapat beberapa kawasan yang telah mengalami perambahan dan pembalakkan
liar di Papua. Data kawasan konservasi yang mengalami deforestasi dan degradasi
di Provins Papua selama periode tahun 2006-2011 dapat dilihat pada Tabel
dibawahini :

Tabel 4.3 Kawasan konservas yang mengalami deforestas dan degradasi
periode 2006-2011.

No | Kawasan Konservasi Luas Deforestasi (ha) | Degradasi (ha)
1 |CA Tanjung Wiay 6,646.95 11.47 1,389.00
2 [CA Yapen Tengah 112,700.25 967.38 5.24
3 |SM Mamberamo-Foja 1,667,820.16 8,383.15 36,090.23
4 |TN Loretz 2,339,759.96 8,212.19 7,629.65

Jumlah 4,126,927.32 17,574.19 45,114.12

Sumber: Hasil overlay tutupan lahan 2006-2011 dengan peta kawasan konservasi Provinsi

Papua.
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Gambar 4.3 Peta Kawasan Konservasi Provins Papua (Bappeda, 2012)

Walaupun secara hukum dan peraturan pemerintah telah berusaha
menekan lgju deforetasi dan degradasi hutan, namun pada kenyataannya seperti
telah diuraikan diatas bahwa kerusakan hutan masih terus terjadi pada kawasan

yang di konservas seperti Taman Nasional Wasur.

Gambar 4.4 Kerusakan Hutan akibat Penebangan/Pembukaan Lahan di Taman
Nasional Wasur (Foto : Alfred Antoh, Oktober 2012).
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Degradasi luas hutan juga sebagian besar terjadi sebagai akibat
pemanfaatan areal hutan untuk pembangunan jalan dan jembatan guna
menghubungkan kabupaten dan kota di Provins Papua. Contoh : untuk
membangun jalan dan jembatan di Kabupaten Sarmi membutuhkan luas 371.184
m? (Dinas PU Kabupaten Sarmi, Oktober 2012).

Gambar 4.5 Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sarmi (Foto :Alfred
Antoh, Oktober 2012)

Semakin banyak wilayah pemekaran baru atau daerah otonomi baru,
semakin panjang infrastruktur dasar yang diperlukan untuk menghubungkan antar
wilayah pemekaran dengan kabupaten induk, semakin luas pula perambahan areal
hutan dan peningkatan konversi lahan hutan untuk fungsi non hutan. Akibat dari
kebijakan pembangunan dan kebutuhan konversi hutan untuk wilayah pemekaran
serta aktivitas perambahan lain telah terjadi deforestasi dan degradasi |ahan hutan
yang memungkinkan menurunnya daya serap karbon (penurunan stok karbon)
oleh hutan dan sekaligus menurunkan sediaan karbon hutan (peningkatan emis
karbon). Data rata-rata tahunan luas lahan akibat deforestasi dan degradasi hutan
serta perubahan tutupan lahan lain (OLCC) sebagai sumber emisi di Provins
Papua di analisis dengan peta klasifikasi lahan di tumpang susun dengan peta
fungs kawasan hutan dengan menggunakan sistem informas geografis, seperti
disgjikan pada Tabel dibawah ini :
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Tabel 4.4. Luas deforestasi, degradasi dan lahan lain di Provinsi Papua sebagai
sumber emisi menurut fungsi kawasan hutan.

Sumber Emisi
Total
No. Zona Deforestasi Degradas OLCC
Luas(ha)] % | Luas(ha) | % |[Luas(ha)| % |Luas(ha)| %
1 K awasan Suaka Alam
(Pelestarian Alam) 550516 246 19,008.34| 849 931528 4.161| 33,828.78[ 15.11
2 |Hutan Lindung 4524020 2.02] 1417936 6.33] 214172 0.957| 20,845.10 9.31
3 |Hutan Produks 240840 1.08] 7944590 3549 2486 0.011) 81,879.16] 36.57
4 |Hutan Produks Konversi| 3938.62[ 1.76| 2924466 13.06| 1403.72| 0.627| 34587.00] 15.45
5 |Hutan Produks Terbatas | 3,107.98] 1.39] 34,525.28| 1542 1422.10| 0.635 39,055.36| 17.44
6 |Ared PenggunaanlLain | 6,19546] 2.77] 5367.38] 240 212208 0.948| 1368492 6.11
Total 25,679.64] 1147 181,770.92[ 81.19| 16,429.76| 7.339223,830.32 100.00

Sumber : Hasll analisis tutupan lahan 2006-2011

Data pada Tabel 4.4 mengindikasikan suatu fenomena yang menarik,

yang mana pada persentase luas deforestas yang terjadi di KSA/PA dan HL lebih
tinggi dibanding deforestas pada HP, HPT dan HPK. Hal ini diduga sebagai

akibat adanya konversi hutan untuk kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana

dan prasarana fislk umum pada kabupaten pemekaran yang berada di kawasan
KSA/PSA dan HL. Sedangkan degradasi hutan juga pada kedua fungs kawasan
hutan tersebut memiliki prosetase luas relatif tinggi walaupun masih lebih rendah

dari HP,HPT dan HPK. Faktaini menunjukkan bahwa kegiatan perlindungan dan

pengamanan kawasan konservasi dan hutan lindung belum intensif dan kegiatan

perambahan belum dapat dikendalikan. Masalah ini menjadi isu utama yang

perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan aksi mitigas dalam skema
REDD+ di Provinsi Papua.
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4.2 Perhitungan Emis Karbon (REL) Sub Sektor Kehutanan dan

Penggunaan L ahan Lainnya.

Langkah pertama dalam perhitungan emis karbon pada sub sektor ini
adalah melakukan analisis perubahan tutupan lahan (data aktivitas) pada peta citra
satelit timeseries dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Geografis
(SIG). Peta tutupan lahan (interpretasi citra satelit) Provins Papua tahun 2000,
2003, 2006, 2009, dan 2011 dianalisis dengan meng-overlay-kan peta secara
bertahap yang menjadi tahun dasar (base year) dalam perhitungan tingkatan emisi
karbon. (Lampiran 1, point B dan C)

Tabel 4.5 Rekapitulasi Perubahan Tutupan Lahan Per Periode

Luas
Awadl Perubahan | Perubahan
Tahun L ahan | ahan | ahan Keterangan
(Ha)

2006 - 2009 | 2001/ Hp | 2002/Hs | 706.157,83 | 2001,2002,20091 dan
2001/ Hp | 2005 /Hrp 27,96 | seterusnya = kode
2001/ Hp | 2006/ Ht 51,56 | layer klasifikasi
2001/Hp | 2007/ B 12.259,12 | penutupan lahan.
2001/ Hp | 2010/ Pk 3.284,34
2001/ Hp | 2012/Pm 151,15 _
2001/Hp |2014/T 129,98 | Hp=Hutan Primer
2001/ Hp | 20091/ Pt 19,04 | Hs=Hutan Sekunder
2001/Hp | 20092/ Pc 1.347,41 | Hrp= H.rawaprimer
2002/ Hs | 2001/ Hp 19.308,76 | Ht=H.Tanaman
2002/ Hs | 2005 /Hrp 128,54 | B= Semak belukar
2002/ Hs | 2007/ B 22.890,68 | Pk=Perkebunan
2002/Hs | 2010/ Pk 699,91 _Fr’r_"f:herm“k'bms”
2002/ Hs | 2012/Pm 606.68 | Lol OOUK@
2002/ Hs | 2014/T 2.809,73 | b bertanian campur
2002/ Hs | 3000/S 564,26 | o oo
2002/ Hs | 20091/ Pt 2.689,77 | [ Hutan
2002/Hs | Pc/20002 | 3243171 ooy coinder
2002/ Hs | Sw/ 20093 31,99 | jretutan rawa
2004/Hmp | Hms/ 20041 3.747,19 | gakunder
2005 /Hrp | Pk /2010 987,12 | 3= Savanalp.rumput
2005 /Hrp | T/ 2014 32,47 | Br=Baukar rawa'semak
2005 /Hrp | Hrs/ 20051 | 150.875,23
2005 /Hrp | Br/ 20071 12.21358
2005 /Hrp | Pc/ 20092 47,24
2005 /Hrp | Rw/ 50011 16,83
2007/B | 2002/ Hs 892,27
2007/B | 2010/ Pk 145,07
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2007/ B 2012/Pm 99,99
2007/ B 2014/ T 2.388,13
2007/ B Br/ 20071 2.527,16
2007/ B Pt/ 20091 113,33
2007/ B Pc /20092 44.714,87
2007/ B Th/ 20141 22,87
2012/Pm Pc / 20092 12,38
2014/ T 2007/ B 1.262,66
2014/ T 2010/ Pk 760,20
2014/ T 2012/Pm 122,22
2014/ T Th/ 20141 243,46
2500/Aw 2007/ B 12.155,20
2500/Aw 2014/ T 8.337,69
2500/Aw Pc /20092 38,50
3000/S 2007/ B 655,85
3000/S 2014/ T 2.613,20
3000/S Th/ 20141 69,36
20041/Hms | 2014/ T 134,34
20041/Hms | Hrs/ 20051 103,80
20041/Hms | Br/ 20071 235,98
20041/Hms | Pc/ 20092 158,95
2009 - 2011 | 2001/ Hp | 2002/ Hs 34.046,91
2001/ Hp | 2007/ B 1.380,84
2001/Hp |2014/T 9.870,93
2001/ Hp | Pt/20091 45,26
2001/ Hp | Pc/ 20092 1.296,39
2001/Hp | Th/20141 68,46
2002/ Hs | 2007/ B 2.155,16
2002/Hs | 2010/ Pk 190,78
2002/Hs | 2014/T 847,34
2002/ Hs | Pt/20091 1.058,79
2002/ Hs | Pc/ 20092 2.211,49
2004/Hmp | 2014/ T 4,87
2004/Hmp | Br/ 20071 82,76
2005 /Hrp | 2010/ Pk 1,68
2005/Hrp | 2014/T 84,55
2005 /Hrp | Hrs/ 20051 16.421,27
2005 /Hrp | Br/20071 22,54
2005 /Hrp | Pt/ 20091 8,88
2005 /Hrp | Pc/ 20092 105,26
2007/ B 2002/ Hs 28,19
2007/ B 2010/ Pk 68,96
2007/ B 2014/ T 19.227,86
2007/ B Pt/ 20091 66,84
2007/ B Pc /20092 864,51
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2014/ T 2002/ Hs 7,94
2014/ T 2007/ B 45,05
2014/ T 2010/ Pk 323,50
2014/ T Pt / 20091 83,23
2500/Aw | 2007/ B 231,45
2500/Aw Pc /20092 126,81
20041/Hms | 2012/Pm 49,21
20041/Hms | 2014/ T 12,50
20041/Hms | Br/ 20071 287,50
20051/Hrs | 2010/ Pk 668,15
20051/Hrs | 2014/ T 15,03
20051/Hrs | Br/ 20071 172,13
20051/Hrs | Pc/ 20092 21,48
20051/Hrs | Sw /20093 20,17
20071/Br | 2010/ Pk 12,86
20071/Br Hms/ 20041 34,19
20071/Br | Sw/ 20093 3,55
20071/Br | Tm/ 20094 12,03
20091/ Pt | 2010/ Pk 2.313,96
20091/ Pt | Sw/ 20093 986,12
20092/ Pc | 2007/ B 72,80
20092/ Pc | 2010/ Pk 14,49
20092/Pc | 2014/ T 8,45
20092/ Pc | Pt/ 20091 835,10
20092/ Pc | Sw /20093 33,38

Padatabel di atas, kita dapat melihat rincian hasil analisaluasan perubahan
tutupan lahan per-periode. Perubahan tutupan lahan yang dicetak miring
merupakan perubahan yang mengakibatkan terjadinya penyerapan emis atau
peningkatan cadangan karbon. Setelah mendapatkan luasan perubahan tutupan
lahan per-periode, maka selanjutnya dilakukan perhitungan emisi dengan
menggunakan Rumus 3.2. Keadaan perubahan tutupan lahan merupakan data
aktivitas (DA), sedangkan faktor emisi (FE) diperoleh dengan pendekatan rata-
rata cadangan karbon untuk setiap kelas penutupan lahan yang disgikan pada
Tabel 3.3. Dalam memperhitungkan emisi, Rumus 3.2 dimodifikas sebagai
berikut.

Emisi GRK = Perubahan Tutupan Lahan x {Cadangan Karbon Tutupan
Lahan Sebelumnya — Cadangan Karbon Tutupan Saat Ini}
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Contoh perhitungan:
Tahun/ periode . Periode tahun 2006 — 2009
Perubahan tutupan  : Hutan Lahan Kering Primer (Hp/2001) menjadi
Hutan Lahan Kering Sekunder (Hs/2002) sebesar 706.157,83 Ha
(Perubahan luas tutupan lahan yang di garis tebal/bold pada tabel diatas)
Maka emisi yang ditimbulkan akibat perubahan tutupan lahan pada periode
tersebut adalah sebagai berikut:
Emisi = (luasan perubahan tutupan lahan) x ( cadangan karbon tutupan lahan
awal — cadangan karbon tutupan lahan saat ini)

= (706.157,83) Ha x (195,4-169,7) Ton C /Ha

=18.148.256,33 Ton C
Namun tidak semua perubahan tutupan menyebabkan kehilangan cadangan
karbon seperti contoh di bawah ini.

Contoh perhitungan:
Tahun/ periode . periode tahun 2006 ke 2009
Perubahan tutupan  : Hutan Sekunder (H$/2002) menjadii

Hutan Primer (Hp/2001) sebesar 19.308,76Ha (Perubahan
tutupan lahan yang digaris tebal & garis miring pada tabel diatas)
Maka emisi yang diserap akibat perubahan tutupan lahan pada periode tersebut
adalah sebagai berikut:

Emisi = (luasan perubahan tutupan lahan) x ( cadangan karbon tutupan lahan
awal — cadangan karbon tutupan lahan saat ini)
= (19.308,76) Ha x (169,7-195,4) Ton C /Ha
= -496.235,12 TonC

Hasil perhitungan emisi dan serapan karbon yang terjadi pada periode tahun 2000,

2003, 2006, 2009 dan 2011 (Lampiran 1, point D,E,F dan G) seperti yang di
tunjukkan pada Tabel 4.6 dibawah ini.
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Tabel 4.6 Rekapan tingkat emisi karbon (tahun dasar) Perubahan Tutupan Lahan
dan Penggunaan Lahan Lainnya.

Periode Perubahan Emisi per Periode Emisi per Periode Emisi per tahun
Lahan (Ton C/Periode) (Ton COzeg/Periode) (Ton COzeg/th)

2000 - 2003 21.642.729 79.356.673 26.452.224,33
2003 - 2006 57.433.867 210.590.846 70.196.948,56
2006 - 2009 41.413.379 151.849.056 50.616.352,11
2009 - 2011 5.551.589 20.355.826 10.177.913,17

Analisis perubahan tutupan lahan periode 2000-2011.

Untuk menghitung nilai emisi pertahun pada tahun dasar, maka rata — rata emisi
pertahun masing-masing periode antara 2000 — 2011 menjadi penambah untuk
mendapatkan nilai emisi tahun 2001 dan seterusnya hingga tahun 2011. Berikut

contoh perhitungan emisi tahun dasar (base year).

Contoh perhitungan:

Rata- rata emisi per tahun (2000 - 2003) : 26.452.224,33 Ton CO,eg/tahun

Emisi tahun 2000 = 26.452.224,33 Ton CO,eq
Emisi tahun 2001 = Emis tahun 2000 + rata — rata emis per tahun (2000-
2003)

= 26.452.224,33 Ton CO.eq + 26.452.224,33 Ton CO.eq

= 52.904.448,67 Ton CO.eg.

Perhitungan yang sama dilakukan untuk tahun 2002 sampai dengan tahun 2011
yang merupakan emisi karbon tahun dasar sebagai acuan untuk menghitung emisi
historical dan emisi forward looking. Pada Tabel berikut kita dapat melihat

tingkatan emisi karbon tahun dasar (base year).
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Tabel 4.7 Tingkat Emisi Karbon base year 2000-2011.

Emisi GRK
Tahun (Ton COzeq)
2000 26.452.224,33
2001 52.904.448,67
2002 79.356.673,00
2003 105.808.897,33
2004 176.005.845,89
2005 246.202.794,40
2006 316.399.743,00
2007 367.016.095,11
2008 417.632.447,22
2009 468.248.799,33
2010 478.426.712,50
2011 488.604.625,67

Setelah diperoleh tingkat emisi pada tahun dasar maka tahap selanjutnya adalah
menghitung emisi masa yang akan datang (tahun 2012 — 2021). Metode yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historical (proyeksi linier
berdasarkan trend base year) dan pendekatan forward looking (proyeksi linier
berdasarkan rata — rata perubahan tutupan lahan tahun 2012 terhadap rencana pola
ruang/RTRW Provinsi Papua 2011-2031).

4.2.1 Perhitungan Emis berdasarkan pendekatan Historical

Proyeks emisi dengan pendekatan Historical merupakan proyeksi linier
dengan melihat kecenderungan berdasarkan periode tahun dasar/ base year
dengan menganalisis perubahan tutupan lahan secara bertahap berdasarkan
periode tahun 2000-2003, 2003-2006, 2006-2009 dan 2009-2011 sehingga dapat
memperoleh persamaan regresi linear berdasarkan kecenderungan tahun dasar

(trend base year), seperti ditunjukkan pada gambar 4.6 dibawah ini :
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Gambar 4.6 Trend emisi base year sektor penutupan lahan

Dari gambar di atas, kita dapat melihat persamaan regresi dan nilai R? dari emisi
tahun dasar. Nila emis tahun 2012 - 2021 didapatkan dengan cara
mensubtitusikan nilai x pada persamaan regresi y[148.384.500,42x-
45.910.977,17 sehingga diperoleh angka emisi tahun 2012 — 2021 sebagaimana
yang disgjikan padatabel di bawahini :

Tabel 4.8 Perbandingan Emisi Karbon Sektor Perubahan Tutupan Lahan
(pendekatan Historical)

Tahun Emisi Karbon
(Ton CO2eq)

2012 534.703.027,87
2013 583.087.528,29
2014 631.472.028,71
2015 679.856.529,13
2016 728.241.029.55
2017 776.625.529,97
2018 825.010.030,39
2019 873.394.530,81
2020 921.779.031,23
2021 970.163.531,65

Pada tabel di atas kita dapat melihat hasil proyeksi emisi karbon berdasarkan
pendekatan histrorical pada akhir tahun 2021 sebesar 970.163.531,65 Ton CO.eq.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan emisi karbon secara historical dari tahun

2012 - 2021 rmengikuti trend base year (tahun dasar) atau proyeks secara linier.
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Gambaran pertumbuhan tingkat emisi GRK tahun 2000 hingga 2021 berdasarkan
pendekatan historical dapat dilihat pada grafik proyeks emisi berikut ini.

Ton CO2-Eq
1,200,000,000.00
y = 5E+07x - 3E+07
1,000,000,000.00 RZ=0.9937
800,000,000.00
Emisi Historical
600,000,000.00
Emisi Base Year
400,000,000.00
i Emisi
200,000,000.00 inear (Emisi
Historical)
Q O X O © O VvV & L W O
O O " " " NV N &V &N & L
SRR S NEINENEINEINE

Gambar 4.7 Emisi sektor Penggunaan Lahan dengan pendekatan Historical

4.2.2  Perhitungan Emis berdasarkan pendekatan Forward Looking

Proyeksi tingkat emisi pada pendekatan ini dihitung berdasarkan tutupan
lahan tahun 2011 yang di-overlay-kan dengan rencana polaruang RTRW Provins
Papua Tahun 2011 — 2031. Hasil analisis luasan perubahan tutupan lahan tahun
2011 terhadap pola ruang, dimana setiap jenis tutupan lahan yang berubah fungsi
menjadi rencana - rencana pola ruang di wilayah Provins Papua. Perhitungan
emisi berdasarkan pendekatan ini sama seperti pada perhitungan emisi base year,
yaitu luasan perubahan tutupan lahan dikalikan dengan cadangan karbon tiap jenis
tutupan lahan yang berubah. Rekapan perubahan tutupan lahan periode (2011-
2016) dan periode (2016-2021) berdasarkan rencana pola ruang (lampiran 1, point
H dan I) seperti yang disajikan pada Tabel dibawah ini :
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Tabel 4.9 Perbandingan Emisi Karbon Sektor Perubahan Tutupan Lahan Hutan
(Pendekatan Forward Looking)

Periode Emisi per Periode Emisi per Periode Emisi per tahun
Perubahan
Tutupan Lahan (Ton C/Periode) (Ton CO2eq/Periode) (Ton CO2eq/th)

2011 - 2016 96.954.439,94 355.822.795 71.164.558,91

2016 - 2021 70.931.806,96 260.319.732 52.063.946,31

Nilai emis per tahun (periode 2011-2016 dan 2016-2021) didapat dari hasil
analisa luasan perubahan tutupan lahan tahun 2011 terhadap rencana pola ruang
(RTRW) provinsi, sehingga didapat emisi bersih atau net emisi per periode.
Rata-rata emis per tahun (2011-2016) pada tabel di atas ditambahkan dengan
emisi tahun 2011 untuk mendapatkan hasil emisi tahun (2012-2016). Selanjutnya
nilai emisi tahun 2017 didapatkan dengan menjumlahkan rata-rata emis per tahun
(periode 2016-2021) dengan nilai emisi tahun 2016 untuk memperoleh emis
tahun 2017 - 2021. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada perhitungan berikut
ini:
Contoh perhitungan:
Rata- rataemisi periode (2011-2016) = 71.164.558,91 Ton CO.eg/tahun
Emisi tahun 2011 488.604.625,67 Ton CO.eq
Emisi tahun 2012 Emis tahun 2011 + rata-rata emis
(periode 2011- 2016)
= 488.604.625,67 Ton CO2eq +
71.164.558,91 Ton CO2eq =
559.769.148,58 Ton CO,eq.

Hitungan yang sama dilakukan untuk tahun 2013 dan seterusnya sehingga
diperoleh emisi pada akhir tahun 2021 berdasarkan pendekatan forward looking.
Berikut disgikan Tabel hasil perhitungan emisi karbon tahun 2012 — 2021.
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Tabel 4.10 Perbandingan Emisi Karbon Sektor Perubahan Tutupan Lahan Hutan

(Forward Looking)
Total Emisi
Tahun (Ton CO2eq)
2012 559.769.184,58
2013 630.933.743,49
2014 702.098.302,40
2015 773.262.861,31
2016 844.427420,22
2017 896.491.366,53
2018 948.555.312,84
2019 1.000.619.259,15
2020 1.052.683.205,46
2021 1.104.747.151,77

Dari perhitungan berdasarkan dua pendekatan maka kita dapat melihat bahwa
nila emis dengan pendekatan forward looking pada tahun 2021 vyaitu
1.104.747.151,77 Ton CO.eq lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendekatan
historical yaitu 970.163.531,65 Ton CO,eq. Pada gambar dibawah ini, disgjikan

hasil proyeksi emisi dengan pendekatan forward looking.

Ton CO2-Eq

1,200,000,000.00

1,000,000,000.00 Y= SRE: 370%9_9?”7 ‘/
800,000,000.00 / —o—Emisi FL
600,000,000.00 4 Emisi Base Year

400,000,000.00 ——TLinear (Emisi FL)

200,000,000.00

P TP
12 12 12 12 12 12 V 12 12 12

(200,000,000.00)19c

Gambar 4.8 Emisi sektor Penggunaan Lahan dengan pendekatan Forward
Looking (FL)
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Pada Tabel berikut ini, kita dapat melihat perbandingan hasil perhitungan emisi

dari kedua pendekatan berdasarkan emisi tahun dasar (base year).

Tabel 4.11 Tingkatan Emisi Karbon Base year, Historical dan Forward

Looking.
Total Emisi (Ton CO2eq)
Tahun Pendekatan
Base Year Historical FL

2000 26.452.224,33

2001 52.904.448,67

2002 79.356.673,00

2003 105.808.897,33

2004 176.005.845,89

2005 246.202.794,40

2006 316.399.743,00

2007 367.016.095,11

2008 417.632.447,22

2009 468.248.799,33

2010 478.426.712,50

2011 488.604.625,67

2012 534.703.027,87 | 559.769.184,58
2013 583.087.528,29 | 630.933.743,49
2014 631.472.028,71 | 702.098.302,40
2015 679.856.529,13 | 773.262.861,31
2016 728.241.029.55 | 844.427420,22
2017 776.625.529,97 | 896.491.366,53
018 825.010.030,39 | 948.555.312,84
2019 873.394.530,81 | 1.000.619.259,15
2020 921.779.031,23 | 1.052.683.205,46
2021 970.163.531,65 | 1.104.747.151,77
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Berikut gambar grafik perbandingan nilai emisi karbon base year dan emisi
berdasarkan pendekatan historical dan forwad looking.
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Gambar 4.7 Perbandingan Emisi Base Y ear, Historical dan Forward L ooking.
(Reference Emission Level/REL Provinsi Papua)

Tingkat emisi karbon yang dihitung melalui pendekatan historical dan
forward looking disebut sebagai emiss BAU (Business as Usual) atau angka
perkiraan tingkat emisi dan proyekss GRK dengan skenario tanpa intervensi
kebijakan pemerintah daerah dan upaya mitigasi. Gambar 4.7 diatas menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan emisi komulatif dengan 2 (dua) pendekatan
perhitungan yang dilakukan. Emisi berdasarkan data masa lalu (historica)
memiliki bias yang sangat besar karena hanya didasarkan pada data atau informasi
perubahan penggunaan lahan di masalalu yang diproyeksikan hingga tahun 2021,
sehingga perubahan tutupan lahan pada masa yang akan datang diasumsikan
sama. Pendekatan kuantifikasi dengan pendekatan forward looking menunjukkan
emisi komulatif yang berbeda. Hal ini terjadi karena pendekatan ini selain
menggunakan data penggunaan lahan dimasa lalu, juga menggunakan data-data
rencana pembangunan yang terkait dengan penggunaan dan perubahan
penggunaan lahan yang telah dituangkan di dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi (RTRWP) Provinsi Papua.
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Hasil kuantifikasi dengan forward looking dianggap menggambarkan perhitungan
emisi yang lebih real. Perbandingan pendekatan historical dan forward looking
berdasarkan perubahan tutupan lahan pada berbagai tipe kawasan hutan di
Provinsi Papua seperti pada Tabel dibawahini :

Tabel 4.12 Perbandingan emisi karbon periode tahun 2011-2021 berdasarkan tipe
kawasan hutan.

Net Emisi (ton CO2-Eq/year)
No. | Zona | Pendekatan | 1120112016 Tahun 2016-2021
Net Emisi (%) Net Emisi (%)

Historical 8,112,739.29 | 1757 | 7,714,280.47 17.75

1 | KSA Forward
looking 8,188,722.45 | 1151 | 7,788,690.22 14.96
Historical 5577,311.21 | 12.08 | 5,563,777.59 12.80

2 | HL Forward
looking 5914,580.82 | 831 | 5,897,552.60 11.33
Historical 13,257,441.05 | 28.71 | 11,734,864.18 27.00

3 | HP Forward
looking 13,343,210.29 | 18.75 | 11,816,190.29 22.70
Historical 6,200,803.96 | 13.43 | 5,908,239.23 1359

4 | HPT Forward
looking 6,199,180.06 | 8.71 | 5,491,232.03 1055
Historical 8,936,796.06 | 19.35 | 8,667,665.02 19.94

5 | HFK Forward
looking 9,026,114.09 | 12.68 | 8,754,517.26 16.82
Historical 4,099,898.39 | 8.88 | 3,874,446.95 8.01

6 APL Forward
looking 28,490,581.86 | 40.04 | 12,313,523.92 23.65
Historical | 46,184,989.96 | 100.00 | 43,463,273.43 100.00

JUMLAH Forward
looking 71,162,398.58 | 100.00 | 52,061,706.32 100.00

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2021, emisi
terbesar berdasarkan pendekatan forward looking di Provins Papua secara
berturut-turut adalah dari kawasan Area Penggunaan Lain (APL) sebesar
12.313.523,92 (23,65%), kawasan Hutan Produks sebesar 11.816.190,29 ton
CO2-eq (22,70%), Hutan Produksi Konversi sebesar 8.754.517,26 ton CO2-eq
(16,82%), Kawasan Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/PA) sebesar
7.788.690,22 ton CO2-eq (14,96%), Hutan Lindung (HL) sebesar 5.897.552,60
ton CO2-eq (11,33%), dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) 5.491.232,03
(10,55%). Data net emisi pada periode 2016-2021 tentunya akan berubah menurut
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rencana pembangunan dan intensitas penggunaan lahan terutama yang terkait
dengan penggunaan lahan dan konversi hutan. Apabila perubahan tutupan lahan
tersebut tidak dikendalikan dengan berbagai strategi aksi mitigasi yang mampu
meminimalisir lgu deforestasi dan degradasi hutan, maka tingkat net emisi akan

terus meningkat.

4.3 Strategi Pengendalian Deforestasi dan Degradasi L ahan Hutan

Guna menetapkan arah pengembangan strategi pengendalian deforestasi
dan degradasi hutan sehingga mampu mereduks emisi karbon hutan, dilakukan
analisis kajian untuk mengetahui isu — isu strategis yang terjadi pada sub sektor
kehutanan. Berikut adalah identifikasi potensi dan permasalahan deforestasi dan
degradasi hutan menggunakan analisa SWOT untuk menentukan strategi mitigasi
yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

4.3.1 AnadisaStrategi Menggunakan Metode SWOT

|. Identifikas Faktor Pendorong ( Kekuatan dan Peluang)

Penentuan parameter — parameter ini disesuaikan dengan kondisi serta
situasi dari dinas dalam melakukan upaya pengendalian laju deforestasi dan
degradasi hutan. Parameter ini didapatkan dari wawancara langsung terhadap
pimpinan atau pejabat yang berkompeten di bidang pengendalian deforestasi dan
degradasi hutan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) DPLH, Dishutkon
dan Bappeda Provinsi Papua. Pemilihan parameter-parameter ini diduga serta
diharapkan mampu menggambarkan kondis eksisting dari sistem pengendalian
lgu deforestas dan degradasi hutan di Provins Papua. Parameter yang
dipergunakan dalam analisa SWOT adalah sebagai berikut:

A. Kekuatan

1. Kebijakan sub sektor kehutanan Provins Papua tentang hak kepemilikan
hutan yang diatur melalui UU Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus
(Perdasus) nomor 21 tahun 2008.
a. Jikaada dokumen Perda sangat detail diberi rating 4
b. Jikaadadokumen Perdadiberi rating 3
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C.

d.

Jika ada dokumen Perda sedang disusun diberi rating 2
Jikatidak adadokumen Perdadiberi rating 1

. AdaKedembagaan REDD+ ( Satgas REDD+) di Daerah

e.
f.

0.

h.

Jika ada kelembagaan sangat detail diberi rating 4
Jika ada kelembagaan diberi rating 3

Jika ada kelembagaan sedang disusun diberi rating 2
Jikatidak adakelembagaan diberi rating 1

. Ada personel dadlam SKPD Teknis terkait pengendalian Deforestas &

degradasi hutan

a

b.

C.

d.

Jikajumlah SDM > 10 diberi rating 4
Jikajumlah SDM 7 — 10 diberi rating 3
Jikajumlah SDM 5 — 7 diberi rating 2
Jikajumlah SDM < 5 diberi rating 1

. Ada dana SKPD untuk Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Mitigasi dan
Adaptasi perubahan iklim

a

b.

d.

Jika dana/anggaran yang tersedia > Rp. 400.000.000 diberi rating 4

Jika dana/anggaran yang tersedia Rp 300.000.000 - Rp. 400.000.000
diberi rating 3

Jika dana/anggaran yang tersedia Rp 150.000.000 - < Rp. 300.000.000
diberi rating 2

dana/anggaran yang tersedia< Rp. 150.000.000 diberi rating 1

. Dokumen perencanaan pengendalian Deforestasi & degradasi hutan

a

b
C.
d

Jika ada dokumen perencanaan sangat detil rating 4
Jika ada dokumen perencanaan diberi rating 3
Jika ada dokumen perencanaan sedang disusun diberi rating 2

Jikatidak ada dokumen perencanaan diberi rating 1

. Peluang

. Adanya Regulasi kepastian wilayah pengelolaan hutan masyarakat hukum
adat
a. Jikaadaregulas sangat detil diberi rating 4

b.

Jikaadaregulas diberi rating 3

75



C.

d.

Jika adaregulasi sedang disusun diberi rating 2
Jikatidak adaregulasi diberi rating 1

2. Aksderas implementasi pembentukan K esatuan Pengel olaan Hutan (KPH)

a
b.
C.
d.

Jika ada struktur organisasi KPH secara detil diberi rating 4
Jika ada struktur organisasi KPH diberi rating 3

Jika ada struktur organisasi KPH sedang disusun diberi rating 2
Jikatidak ada struktur organisasi KPH diberi rating 1

3. Adanya program peningkatan SDM dalam pengendalian Deforestas &

degradasi hutan

a
b.
C.
d.

Jika ada banyak tempat pelatihan/pendidikan diberi rating 4

Jika ada cukup tempat pelatihan/pendidikan diberi rating 3

Jika adatempat pelatihan/pendidikan tetapi terbatas diberi rating 2
Jikatidak adatempat pelatihan/pendidikan diberi rating 1

4. Ada dana untuk pengelolaan pengendalian Deforestasi & degradasi hutan
(Donatur)

a

b.

d.

Jika dana/anggaran yang tersedia > Rp. 400.000.000 diberi rating 4

Jika dana/anggaran yang tersedia Rp 300.000.000 - Rp. 400.000.000
diberi rating 3

Jika dana/anggaran yang tersedia Rp 150.000.000 - < Rp. 300.000.000
diberi rating 2

dana/anggaran yang tersedia< Rp. 150.000.000 diberi rating 1

5. Review perizinan pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan

a. Jikamereview sangat detil diberi rating 4

b. Jikamereview diberi rating 3

c. Jikareview sedang disusun diberi rating 2
d. Jikatidak mereview diberi rating 1

I1. Identifikasi Faktor Penghambat ( Kelemahan dan Ancaman)

A. Kelemahan
1. Belum ada Kebijakan Sektoral Berbasis Lahan

a

Jika ada kebijakan sangat detil diberi rating 1
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b. Jikaadakebijakan diberi rating 2

C.
d.

Jika ada himbauan dari SKPD teknis terkait diberi rating 3
Jikatidak ada kebijakan serta himbauan diberi rating 4

2. Sistem pemantauan pengendalian Deforestasi & degradasi hutan

a
b.
C.
d.

Jika pemantauan dilakukan secara monitoring/ kontiniu diberi rating 1
Jika pemantauan dilakukan secara periode/ berkala diberi rating 2

Jika pemantauan dilakukan secara sesaat diberi rating 3

Jikatidak ada pemantauan dib